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ABSTRAK 
 
Hans (B11106136), Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan 
Pemerintah Kota Makassar dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau (di 
bawah bimbingan Achmad Ruslan selaku Pembimbing I dan Muh. Guntur 
Alfie selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan 
dan pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini  
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dalam penataan ruang 
terbuka hijau (RTH) dan faktor faktor yang menjadi pendukung dan 
penghambat Dinas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
dala melaksanakan kewenangannya. 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) 
dan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di 
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya di Kantor Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan, Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 
dan Kantor DPRD Kota Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, diperoleh hasil 
sebagai berikut: 1) Pengaturan dan kewenangan Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan mengenai penataan RTH yang diatur berdasarkan  Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2009  tentang Uraian Tugas Jabatan 
Struktural pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar telah 
dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 
2007,  Dinas Tata Ruang dan Bangunan baru sementara melakukan 
pendataan berdasarkan RTH publik dan RTH privat sehingga belum ada 
data tentang luas RTH publik atau privat. Pemenuhan 30% luas RTH juga 
belum tercapai. 2) Dalam melaksanakan Tugas dan kewenagannya 
berkaitan dengan penataan RTH, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar menemui beberapa kendala yaitu; belum adanya Perda RTRW 
yang baru yang berampak pada belum adanya Perda RTH, masih 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengadaan RTH publik karena 
rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya ruang terbuka 
hijau, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara 
RTH, adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang berdampak 
pada pengurangan RTH, dan kurangnya anggaran penataan RTH. 
Sedangkan yang menjadi factor pendorong pelaksanaan Tugas dan 
kewenagan Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Tata Ruang dan 
wilayah kota Makassar dalam penataan RTH yaitu Kesadaran pegawai 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam menata RTH, adanya 
kerjasama yang baik dengan dinas dan/atau instansi lain dan adanya 
kerjasama dengan pihak swasta dalam penataan RTH. 
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ABSTRACT 
 
Hans (B11106136). Judicial Review of Makassar City Government 
Authority Implementation in the Green Open Space Planning 
(supervised by Achmad Ruslan as Supervisor I and Muh. Guntur Alfie 
as Supervisor II). 
 
 The aim of this research is to describe the arrangement and 
implementation of the Makassar City government's authority in this case 
the Department for Parks and Public Cleanliness regarding the 
arrangement of green open space, as well as the factors that supports and 
hinders the Department for Parks and Public Cleanliness in exercising its 
authority. 
This study used library research and field research to obtain data 
for analysis. Field research was held in Makassar, South Sulawesi, 
particularly in the Office the Department for Parks and Public Cleanliness, 
Office of the Department for Spatial and Building Planning, and the Office 
of Makassar City Council. 
 Based on the data obtained from the library and field research, the 
writer concluded that: 1) The Department for Parks and Public Cleanliness 
arrangement and authority regarding the arrangement of the Green Open 
Space (GOS) is regulated under the Mayor of Makassar Regulation No. 38 
2009 on Structural Position Job Description of the Makassar City 
Department for Parks and Public Cleanliness has been fully implemented 
by the Makassar City Department for Parks and Public Cleanliness. 
However, based on the Regulations of Ministry of Internal Affairs No. 1 of 
2007, Department for Spatial and Building Planning is currently still 
collecting data based on public and private GOS so that there are still no 
available data on the extent of public or private GOS. Fulfillment of 30% of 
green open space has also not been reached. 2) In carrying out its duties 
and authority regarding the arrangement of GOS, the Makassar City 
Department for Parks and Public Cleanliness faced several obstacles, 
namely: the absence of a new spatial planning law results in the absence 
of regional regulations on GOS, low public awareness in the procurement 
of public GOS due to lack of awareness and knowledge of the importance 
of GOS, lack of public awareness in protecting and maintaining GOS, the 
provincial government policies that impact on the reduction of GOS, and 
the lack of GOS arrangement budget. While the factors driving the 
implementation of tasks and authority of the Makassar City Government 
and the Department of Spatial Planning of Makassar City in structuring 
GOS are the awareness of Department for Parks and Public Cleanliness 
employee awareness in managing the GOS, a good cooperation with 
other agencies and private parties in the arrangement of GOS. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada dasarnya, tujuan didirikannya sebuah Negara adalah untuk 
kesejahteraan rakyat (general welfare). Indonesia sebagai sebuah 
negara mencantumkan tujuan tersebut dalam alinea keempat 
pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Dalam alinea ini tergambar jelas tujuan dan cita-cita Indonesia 
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia1. Penempatan perlindungan terhadap 
warga negara dan mewujudkan kesejahteraan menjadi yang pertama 
berarti perlindungan dan kesejahteraan adalah prioritas utama 
penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.   
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia 
sebagai sebuah Negara demokrasi2 yang berarti kewenangan 
pemerintah hanyalah kewenangan yang diberikan oleh rakyat. 
Dengan demikian, negara/pemerintah sebagai pemegang 
kewenangan harus mewadahi kepentingan rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi. 
                                                             
1 Lihat alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945. 
2 Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
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Indonesia juga adalah negara hukum (rechtstaat)3 sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 
Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan 
perlindungan dan kesejahteraan rakyat harus dibingkai dalam 
instrumen hukum dan dilaksanakan berdasarkan hukum. 
Pembentukan hukum harus betul-betul bersumber dari  aspirasi dan 
jiwa bersama (volkheist) rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi sehingga setiap bentuk hukum yang diterapkan memenuhi 
asas keadilan sosial.  
Menurut Jimmly Assshidiqie, rakyat membutuhkan sebuah 
negara agar hak-hak setiap warga negara dapat terlindungi oleh 
sebuah mekanisme bernama negara4. Salah satu hak warga negara 
yang harus dilindungi adalah hak untuk memperoleh lingkungan hidup 
yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 yang ditambahkan pada perubahan yang 
kedua tahun 2000 sebagai berikut5: 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ” 
 
Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu 
materi muatan konstitusi melegitimasi pentingnya lingkungan yang 
                                                             
3  Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
4 Jimly Asshidiqie, 2010, Makalah: “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, Jakarta, 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 6. 
5  Lihat Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. 
3 
 
baik dan sehat sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang 
berkaitan dengan hak untuk hidup. Asas hak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat juga diakui dalam konvensi hak asasi manusia 
sebagai hak individu (subjective rights) yang ada pada setiap orang 
sejak dilahirkan dan sifatnya mutlak. Konferensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup yang dikenal dengan United 
Nations Conference on Human Enviroment (UNEP) juga mengakui 
hak asasi manusia untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat 
atau hak perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan 
(environmental protection) serta membebankan kewajiban untuk 
memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga 
dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang6. 
Pengakuan tentang hak ini di Indonesia kemudian dimuat dalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 9 ayat (3)sebagai berikut7: 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ”  
 
Hak ini juga diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 
ayat (1) yang menyatakan bahwa8: “Setiap orang berhak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 
manusia”.  
                                                             
6  Syahrul Machmud.  Penegakan Hukum Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 2. 
7  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3). 
8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1). 
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 Alinea keempat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang 
pada pokoknya mewajibkan pemerintah untuk mendayagunakan 
sumber daya alam yang ada untuk sebanyak-banyaknya 
kesejahteraan rakyat juga menjadi landasan pembangunan dan 
perlindungan lingkungan. Pemikiran tentang kewajiban negara ini 
secara konstitusional kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat 
(3) UUD 1945, yaitu prinsip negara, bumi dan segala kekayaan yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau dengan kata lain negara 
bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (bestuurzorg). 
Aline keempat pembukaan, Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 
NRI 19945 juga dianggap pemberi nuansa hijau dalam konstitusi 
(green constitutuion) negara Republik Indonesia sebagai dasar 
perlindungan lingkungan hidup9. 
Pembangunan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan 
hendaknya memperhatikan aspek lingkungan dan juga dapat 
meningkatkan kualitas hidup (life quality) seluruh rakyat Indonesia 
yang kemudian dikenal dengan pembangunan berkelanjutan atau 
berkesinambungan (sustainable development). Dengan demikian, 
menjadi kewajiban negara (the duty of the state) untuk  
menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan 
                                                             
9 Jimly Asshidiqie, 2010, Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.  8-9. 
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lingkungan hidup (good environmental governance) dengan aturan 
hukum yang jelas. 
Berkaitan dengan hal itu, lahirlah Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
diamana salah hal satu yang diatur didalamnya adalah mengenai 
ruang terbuka hijau. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau.  
Untuk mempercepat proses pencapaian tujuan Negara yang 
begitu kompleks, lahirlah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 
sebagai penjabaran dari Bab VI (Pasal 18) konstitusi. Lahirnya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah membawa babak baru dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom telah diberikan pelimpahan 
kewenangan urusan pemerintahan. Salah satu urusan wajib 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah mengatur dan 
mengurus perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di 
daerah10, termasuk didalamnya penataan ruang terbuka hijau 
kawasan perkotaan. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah juga 
berhubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam diantaranya 
                                                             
10 Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf (b) UU No. 32 Tahun 2004. 
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penyerasian lingkungan dan tata rung serta rehabilitasi lahan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (c).  
Kota merupakan pusat kehidupan manusia dan merupakan 
konsumen utama berbagai sumber daya. Perkembangan perkotaan 
membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk 
aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian 
besar lahan merupakan kawasan hijau. Meningkatnya kebutuhan 
ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya membuat ruang 
hijau tersebut cenderung mengalami konversi/alih fungsi lahan 
menjadi kawasan terbangun. 
Perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan 
alih fungsi lahan yang pesat, inilah yang kemudian menimbulkan 
kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan 
dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan. 
Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di 
perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka 
nonhijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan 
perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya 
polusi udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress 
karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.  
Untuk meningkatkan kualitas lingkungan demi kelangsungan 
kehidupan manusia, salah satu upaya penting yang dapat dilakukan 
adalah melalui pengembangan, peningkatan, dan pengelolaan Ruang 
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Terbuka Hijau Kota (RTHK). Melalui pengembangan RTHK yang 
berkualitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya maka dampak negatif 
dari gas buangan dan asap industri maupun perubahan iklim mikro 
(climate change) dapat dikurangi.  
Diakui atau tidak sebagaian besar pembangunan kota di 
Indonesia kurang mengandalkan perencanaan tata ruang yang baik. 
Bahkan, hebatnya jika pun sudah ada tata ruang, aparat tidak segan-
segan melakukan pembangkangan dengan melakukan pembiaran 
atas pelanggaran terhadap tata ruang yang ada. Terlalu banyak 
contoh dimana tata ruang dikembangkan untuk daerah resapan, 
daerah hijau, atau pun daerah hunian dikembangkan menjadi daerah-
daerah komersial dengan bangunan di atasnya11. Kasus terbaru 
adalah alih fungsi Babakan Siliwangi, hutan kota seluas 3,1 hektar. 
Walikota Bandung telah mengeluarkan izin pemanfaatan kawasan 
kepada P.T. Esa Gemilang Indah (EGI) untuk mengelola kawasan 
menjadi sentra komersil seperti apartemen, pusat perbelanjaan dan 
restoran. Padahal saat ini kota bandung hanya memiliki 16.000 ha 
RTH atau hanya 6%. Alih fungsi juga bertentangan dengan Perda 
RTRW kota Bandung12. Hal ini kemudian bertolak dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pemerintah 
                                                             
11Guritno Soejodibroto, 2009, Tata Ruang Dalam Pembangunan Kota Yang 
Berkelanjutan, Jakarta, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia. 
12Indra Nugraha, Upaya Penyelamatan Hutan Kota Babakan Siliwangi, 
http://www.mongabay.co.id/2013/02/04/upaya-penyelamatan-hutan-kota-babakan-
siliwangi/#ixzz2Kax0A6xc , diakses pada tanggal 14 Februari 2013 pukul 02.12. 
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berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 
agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan 
penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
khususnya pada Pasal 8, 9, 10 dan 11 mengamanatkan bahwa 
penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, 
pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang, perencanaan, 
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) dilakukan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berlakunya peraturan 
perundangan dibidang penataan ruang tersebut di atas menimbulkan 
perbedaan pemahaman atau persepsi Pemerintah Daerah dalam 
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan belum jelasnya 
mekanisme dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang bisa 
melibatkan dan mengakomodir semua pihak yang berkepentingan. 
Lahirnya  Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang yang menggantikan Undang-undang  Nomor 24 
Tahun 1992 yang berlaku sebelumnya juga membawa konsekuensi 
bagi daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang  Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang didalamnya juga memuat 
pengaturan ruang terbuka hijau. Penyesuaian Peraturan Daerah yang 
terkadang berlarut-larut dianggap menjadi salah satu faktor 
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penghambat Pemerintah Daerah dalam menjalankan 
kewenangannya. Hal ini terjadi di beberapa kota, diantaranya kota 
Makassar. 
Visi Pemerintah Kota Makassar adalah “Terwujudnya Kota Dunia 
Berlandaskan Kearifan Lokal dan menjadikan Kota Anging Mamiri ini 
sebagai Living Room”13. Kota dunia (the world city) yang ditargetkan 
tercapai tahun 2025 merupakan istilah untuk menggambarkan bahwa 
kota tersebut berkualitas internasional, baik dari segi kemanusiaan, 
lingkungan, maupun estetika. 
Untuk membentuk sebuah kota  berwawasan lingkungan dan 
dengan kualitas hidup masyarakat yang baik, sangat diperlukan 
tatanan pemerintahan yang memberikan pengakuan terhadap aspek 
perlindungan daya dukung lingkungan atau ekosistem (good 
environmental governance). 
Tingkat kualitas hidup suatu kota, pada dasarnya dapat 
ditentukan berdasarkan ketersediaan fasilitas umum yang mudah 
dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Semakin lengkap fasilitas 
umum yang dapat terjangkau oleh semua penduduk kota, berarti 
semakin baik kualitas hidup kolektif penduduk, yaitu kualitas hidup 
kota tersebut. Salah satu fasilitas umum perkotaan yang dapat 
digunakan sebagai indikator dalam mengetahui kualitas lingkungan 
hidup suatu kota adalah ketersediaan akan ruang terbuka hijau (RTH). 
                                                             
13Dikutip dari website: http://www.scribd.com/doc/91826702/Makassar-kota-dunia 
diakses pada tanggal 15 Februari 2013 pukul 22:50 
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Kota yang mempunyai kualitas hidup baik, adalah kota yang dapat 
menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan kebutuhan 
penduduknya, atau minimal sesuai dengan standar minimum tertentu, 
agar setiap penduduk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan 
mudah (Irwan : 2005). Di kota besar seperti Makassar, ketersediaan 
RTH juga mutlak diperlukan untuk mengurangi dampak pemanasan 
global (global warming). Saat ini, suhu rata-rata kota Makassar 
mencapai 33˚C. Dari tahun ke tahun kualitas udaranya semakin 
menurun. Pembangunan fisik yang terus dilakukan semakin 
mengurangi luas RTH yang ada di kota Makassar. Padahal 
keberadaan RTH dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara dan 
dengan kemampuan inflltrasinya mampu mengatasi banjir/genangan, 
sehingga dengan berkurangnya RTH maka fungsi yang dimiliklnya 
tidak dapat berperan dengan baik.  
Kebijakan revitalisasi lapangan Karebosi oleh Pemerintah Kota 
Makassar pada tahun 2007 sempat menjadi polemik karena dianggap 
mengurangi fungsinya sebagai ruang terbuka yang dapat diakses oleh 
semua orang (publik). Pembangunan pusat pertokoan (Karebosi Link) 
dibawahnya juga mengurangi peran Lapangan Karebosi sebagai 
daerah resapan air. Perluaasan jalan di jalan A.P. Pettarani semakin  
mengurangi luas RTH kota Makassar. Idealnya dengan Kota Makasar 
luas wilayah 175.777 km persegi dan jumlah penduduk 1.272.349 
harus memiliki RTH seluas 52.733,1 km persegi sebagaimana 
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diisyaratkan dalam aturan hukum yang ada sementara saat ini kota 
Makassar hanya memiliki 6,25 km persegi RTH.14 
Kota berwawasan lingkungan berkaitan erat dengan  penataan 
ruang. Kota Makassar telah melahirkan Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor  6 Tahun 2006  tentang Tata Ruang dan Wilayah 
Kota Makassar Tahun 2005-2015 untuk mengarahkan kebijakan 
pemanfaatan ruang termasuk ruang terbuka hiijau dalam wilayah Kota 
Makassar. Dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2007 yang 
menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang 
memuat beberapa perubahan penting, dimana salah satunya adalah 
rentang waktu pelaksanaan sebuah produk rencana tata ruang yang 
diperpanjang hingga 20 tahun. Konsekuensi dari perubahan undang-
undang penataan ruang tersebut adalah proses penyesuaian terhadap 
semua bentuk produk hukum tata ruang termasuk Perda No. 6 Tahun 
2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 
yang hanya memiliki rentang pelaksanaan rencana selama 10 tahun 
atau hingga 2015. Saat ini rencana Perda tersebut sedang direvisi 
dalam hal rentang pelaksanaan menjadi 20 tahun atau hingga 2025.  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis 
tmengangkat judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan 
Pemerintah Kota Makassar dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau 
Kawasan Perkotaan.” 
                                                             
14 Lihat Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar 2011-2031  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis 
kemudian menarik rumusan masalah untuk menjadi objek 
pembahasan lebih lanjut, yaitu : 
1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan kewenangan 
Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penataan ruang 
terbuka hijau kawasan perkotaan? 
2. Hambatan apakah yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan 
kewenangan penataan ruang terbuka hijau di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui pengaturan dan kewenangan pemerintah Kota 
Makassar dalam penataan ruang terbuka hijau kawasan 
perkotaan. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan penataan 
RTHKP tersebut dengan pelaksanaannya oleh pemerintah Kota 
Makassar. 
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam upaya 
penataan ruang terbuka hijau di Makassar dan upaya yang 
dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. 
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D. Kegunaan Penulisan  
1. Secara Teoritis, tulisan ini berguna bagi pengembangan ilmu 
hukum tata negara pada umumnya dan hokum tata ruang serta 
hukum lingkungan pada khususnya.  
2. Secara Praktis, berguna sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan atau rujukan bagi pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan 
dan terhadap pembentukan dan revisi instrumen hukum yang 
berkaitan dengan penataan ruang terbuka hijau kawasan 
perkotaan.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah 
1. Pemerintahan 
Menurut C. F. Strong, pemerintah secara umum dapat 
digolongkan dalam dua bagian yaitu pemerintah dalam arti luas 
(regering atau government) dan pemerintah dalam arti sempit 
(bestuur). Pemerintah dalam arti luas mencakup pelaksanaan tugas 
badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang 
diserahi wewenang untuk tujuan tertentu dalam suatu negara. 
Sedangkan pemerintah dalam arti sempit merupakan fungsi 
pemerintah (het bestuur) dalam arti menjalankan fungsi 
pemerintahan (bestuur functie) sehingga dapat dipandang sejajar 
dengan fungsi peradilan (rechtpraak) dan tugas perundang-
undangan (wetgeving). 
Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan 
untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di 
wilayah tertentu.  Indonesia membagi strata pemerintahan terbagi 
dalam dua kasta secara umum yaitu pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah. 
Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut 
prinsip pembagian kekeuasaan. Penyelenggaraan pemerintahan 
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harus berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara15 
(General Principle of Good Government/ Algemen Beginselen van 
Behoorlyk Bestuur) yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang 
Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pmerintahan Daerah dan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
yaitu: 
a. asas kepastian hukum; 
b. asas tertib penyelenggara negara; 
c. asas kepentingan umum; 
d. asas keterbukaan; 
e. asas proporsionalitas; 
f. asas profesionalitas; 
g. asas akuntabilitas; 
h. asas efisiensi; dan 
i. asas efektifitas. 
2. Otonomi Daerah 
Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani, auto 
yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau 
peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi dalam 
dalam pengertian asli atau sesungguhnya adalah the legal self 
sufficiency of social body and it’s actual independence. dengan 
                                                             
15Lihat Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999. 
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demikian, terdapat 2 (dua) hakikat dari otonomi yakni legal self 
sufficiency dan actual idnependence. Dalam kaitannya dengan 
politik atau pemerintahan, otonomi daerah bersifat self government 
yang diatur dan diurus oleh own laws. Karena itu, otonomi lebih 
menitikberatkan pada aspirasi ketimbang pada kondisi. 
Koesoemahatmadja16 berpendapat bahwa: 
“Menurut perkembangan sejarah di Indonesia otonomi selain 
mengandung arti perundangan (regeling), juga mengandung 
arti pemerintahan (bestuur)”. 
 
Dalam literatur Belanda otonomi berarti “pemerinthan sendiri” 
(zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven17 dibagi atas 
zelfwetgeving (membuat Undang-undang sendiri), zelfuitvoering 
(melaksanakan sendiri) dan zelfpolitie (menindaki sendiri). 
Pengertian  istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih 
terbatas dari etimologinya dikemukakan oleh Logeman yaitu 
kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun 
kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud 
pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lebih 
lanjut Syarifudin menyatakan ada dua aspek utama dalam otonomi 
yaitu; pemberian tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan 
suatu urusan dan pemberian kepercayaan dan kewenangan untuk 
                                                             
16 S.H Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 33.  
17 Ibid. 
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memikirkan dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas 
tersebut (Syarifuddin, 1983: 23). 
Soepomo18 mengaktakan bahwa: 
“Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati 
kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-
sendiri, dalam kadar Negara kesatuan. Tiap daerah 
mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari 
riwayat dan sifat daerah lain.” 
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang dimaksud otonomi daerah adalah 
hak,   wewenang,   dan       kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud daerah otonom 
selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat   hukum   
yang   mempunyai   batas-batas   wilayah   yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Sebagai akibat dari desentralisasi, lahirlah daerah otonom. 
Pada mulanya otonom atau berotonomi berarti mempunyai 
“peraturan sendiri” atau mempunyai hak, kekuasaan dan 
kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Istilah otonomi ini 
kemudian berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. 
Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-
undangan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan 
dan kepolisian sendiri. Dengan demikian, daerah otonom adalah 
                                                             
18Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, 
Rajawali Pers, 2000, hlm 11. 
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daerah yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri19.  
Hal yang diatur dan diurus tersebut adalah urusan-urusan 
tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-
daerah untuk diselenggarakan sendiri dengan kebijaksanaan, 
prakarsa dan kemampuannya sendiri. 
Teori yang digunakan untuk menetapkan bidang mana yang 
menjadi urusan pemerintah pusat dan mana yang merupakan 
wewenang pemerintah daerah adalah sebagai berikut.   
a. Sistem Residu (Aftrek Theorie) 
Teori ini disebut juga teori sisa-sisa. Kewenangan pemerintah 
pusat telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan sisanya 
menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sistem ini banyak 
dianut Negara-negara Eropa barat seperti Perancis, Belanda dan 
Belgia. 
Di Indonesia,  urusan Pemerintah Pusat yang tidak menjadi 
urusan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Undang-
Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (3) yaitu20 : 
1) Politik luar negeri; 
2) Pertahanan; 
3) Keamanan; 
4) Yustisi; 
5) Moneter dan fiskal nasional; dan 
6) Agama. 
                                                             
19 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah, Rajawali Press 
20 Lihat Pasal 10 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2004. 
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Kebaikan sistem ini terutama terletak pada saat timbulnya 
keperluan baru bagi sebuah daerah, pemerintah daerah dapat 
dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan yang 
dianggap perlu tanpa menunggu perintah dari pusat. Sedangkan 
kelemahannya terletak pada kemampuan tiap-tiap daerah yang 
tidak merata satu dengan yang lain. Implikasinya, bidang yang 
telah dirumuskan secara umum dapat menjadi terlalu sempit bagi 
daerah dengan kapasitas besar dan sebaliknya menjadi terlalu 
luas bagi daerah dengan kemampuan terbatas. 
b. Sistem Material 
Sistem material telah mengatur dan menetapkan tugas 
pemerintah daerah secara limitatif dan rinci. Di luar yang telah 
ditentukan adalah kewenangan pemerintah pusat. Sistem ini 
dianut oleh negara dengan sistem hukum Anglo Saxon seperti 
Inggris dan Amerika Serikat. 
Kelemahan sistem ini adalah lamanya proses ketika akan 
terjadi perubahan tugas dan wewenang daerah baik 
penambahan atau pun pengurangan. Hal ini akanberimplikasi 
pada terhambatnya kemajuan daerah. 
c. Sistem Formal 
Urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah tidak 
secara apriori ditetpkan dengan undang-undang. Daerah boleh 
mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting 
20 
 
bagi daerahnya, asal tidak mencakup urusan yang telah diatur 
dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ynag 
lebih tinggi tingkatannya. 
d. Sistem Otonomi Riil 
Urusan pemerintah daerah didasarkan pada faktor nyata 
dan riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuaan yang 
nyata dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta 
dinamika dalam masyarakat. Dengan demikian, urusan yang 
semula adalah urusan pemerintah pusat, dapat dialihkan 
kepada pemerintah daerah jika dianggap perlu dengan 
memperhatikan kemampuan daerah. Tugas tersebut dapat 
diserahkan kembali kepada pemerintah pusat. 
3. Pemerintah Daerah 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan  
Daerah21   adalah   penyelenggaraan      urusan pemerintahan  
oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  menurut  asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah 
Gubernur, Bupati,      atau    Walikota,   dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
                                                             
21 Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 
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Dalam Undang-undang Nomor 32 Thaun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dikenal dua jenis daerah22 yaitu; 
a. Daerah Provinsi sebagai daerah otonom, juga berkedudukan 
sebagai wilayah administrasi, terdiri dari wilayah darat dan 
wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis 
pantai kea rah laut lepas atau kea rah perairan kepulauan. 
b. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, yaitu 
daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, 
berwenang menentukan dan melaksanakan kebijakan atas 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 
Dalam penyelenggaaraan Pemerintahan daerah, tedapat tiga 
asas yang dipakai: 
a. Asas Desentralisasi 
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang    pemerintahan      
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
b. Asas Dekonsentrasi 
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan    
oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
 
                                                             
22 Pasal 3 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004. 
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c. Asas Tugas Pembantuan 
Tugas pembantuan adalah penugasan   dari Pemerintah      
kepada daerah  dan/atau  desa  dari pemerintah  provinsi  
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 
kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 
tertentu. 
4. Dasar Hukum Otonomi Daerah 
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Landasan konstitusional pelaksanaan otonomi daerah di 
Indonesia terdapat dalam dalam beberapa pasal, yaitu; 
1) Pasal 1 ayat (1). “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan 
yang berbentuk republik.” 
 
2) Pasal 18 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas 
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten 
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 
undang-undang.” 
 
Pasal 18 UUD NRI 1945 menggambarkan besar dan luasnya 
daerah otonom serta hubungan kewenangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini untuk 
menghindari agar daerah otonom tidak menjadi Negara 
dalam Negara. 
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  Menurut Bagir Manan23; 
“Walaupun pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 tidak 
mengatur mengenai pemerintahan wilayah atau 
dekonsentrasi, sama sekali tidak mengandung arti bahwa 
dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang 
penting mengingat dekonsentrasi adalah mekanisme untuk 
menyelenggarakan urusan pusat di daerah.” 
 
3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan 
Komite Nasional Daerah. 
4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah. 
5) Undang-undang Indonesis Timur Nomor 44 Tahun 1950 
tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur. 
6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah. 
7) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959  (disempurnakan) 
tentang Pemerintahan Daerah. 
8) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960  (disempurnakan) 
tentang DPRD-Gotong Royong dan Seketariat Daerah. 
9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah. 
10) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. 
11) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah. 
                                                             
23Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, 
1994, hlm. 160-161.  
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12) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
13) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 sebagai 
penyempurnaan dari undang-undang yang berlaku 
sebelumnya telah mengatur secara jelas tentang 
kewenangan daerah dalam mengurus daerahnya sendiri. 
Dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah 
diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitaas 
penyelenggaraan otonomi daerah. 
 
B. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan 
1. Pengertian Kewenangan 
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, kata 
“kewenangan” merupakan kata yang berasal dari kata dasar 
“wewenang” yang berarti hak untuk bertindak24. Dalam perspektif 
penyelengaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak seorang 
pejabat atau lembaga untuk mengambil tindakan yang diperlukan 
agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan 
baik. 
                                                             
24 www.artikata.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 15:12. 
25 
 
Menurut Prajudi Atmosudirjo25 kewenangan dan wewenang 
adlah dua hal yang berbeda. Kewenangan adalah kekuasaan 
terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap 
suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang 
bulat. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan 
sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani 
surat-surat izin seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan 
kewenangan tetap berada di tangan menteri. 
Menurut Bagir Manan26, wewenang dalam bahasa hukum 
tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam 
hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten 
plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung 
pengertian untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola 
sendiri (zelfbestuuren), sedangkan kewajiban secara horizontal 
berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan 
sebagaimana mestinya, vertikal berarti kekuasaan untuk 
menjalankan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara 
keseluruhan. 
Sifat wewenang pemerintahan adalah jelas maksud dan 
tujuannya serta terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada 
batasan-batasan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak 
                                                             
25 www.ensiklopedi_administratif.com, diakses pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 17:30. 
26 H.R. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 96. 
26 
 
tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) misalnya 
membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifaft konkrit dalam 
bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, misalnya rencana tata 
ruang serta memberikan nasehat. 
Dengan melihat defenisi tersebut, arti kewenangan dapat 
dipahami sebagai hak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. 
Sehingga melalui pemahaman ini, unsur kewenangan dapat 
diartikan sebagai sesuatu atau kekuasaan yang berada dalam 
pengaruh orang yang memilikinya untuk dapat dilakukan atau tidak 
sesuai dengan kapasitas seseorang yang dimilikinya termasuk 
keabsahan dirinya untuk melakukan kewenangan tersebut. 
Kewenangan sendiri pada dasarnya lebih mengarah pada hak 
yang dimiliki seseorang atau lembaga, akibat adanya penyerahan 
kewenangan dari pihak atau lembaga lain yang lebih tinggi 
derajatnya. Kewenangan yang dimaksud tidak lepas dari dari sisi 
kekuasaan yang dijalanakna oleh pemerintah dalam sistem hierarki 
pemerintahan. 
2. Sumber-Sumber Kewenangan 
Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua 
yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. 
a. Wewenang personal 
Wewenang personal bersumber dari intelegensi, pengalaman, 
nilai atau norma dan kesanggupan untuk memimpin. 
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b. Wewenang ofisial 
Wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima 
dari wewenang yang ada diatasnya. 
Dalam ketatanegaraan, pilar utama negara hukum adalah 
asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van 
wetmatigheid van bestuur). Dengan demikian kewenangan 
pemerintah harus berdasar pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
3. Cara Memperoleh Kewenangan 
Secara umum, cara memperoleh kewenangan dapat dlakukan 
dengan dua cara yaitu : 
a. Atribusi 
Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 
Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ini ditujukan dalam 
wewenang yang dimiliki organ pemerintah yang menjalankan 
pemerintahannya yang berdasarkan kewenangan yang dibentuk 
oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini merujuk pada pada 
kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan 
perundang-undangan (asas legalitas) sesuai dengan prinsip 
negara hukum. Badan pemerintah tanpa dasar peraturan tidak 
mempunyai wewenang untuk melaksanakan perbuatan 
administrasi. Dengan demikian semua wewenang hokum 
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pemerintah harus berlandaskan atas peraturan umum dan dalam 
peraturan itu harus dicantumkan wewenangnya27.  
b. Pelimpahan wewenang 
Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari 
wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu 
dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak 
sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk 
menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi 
yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan 
secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pelimpahan wewenang terbagi lagi menjadi dua proses 
yaitu : 
1) Delegasi 
Menurut Heinrich Triepel seperti yang dikutip oleh 
Mustamin Dg. Matutu,28 delegasi dalam pengertian hukum 
public, dimaksudkan adalah tindakan hukum pemangku 
suatu wewenang kenegaraan, jadi Negara atau kotapraja 
meyerahkan kompetensinya, seluruhnya atau sebagiannya, 
kepada suatu subjek lain. Dengan demikian, pendelegasian 
berarti pergeseran kompetensi dan bahkan ia mencakupi jika 
dipahamkan dalam arti satelitnya, pelepasan dan 
penerimaan suatu wewenang, yang keduanya dilaksanakan 
                                                             
27 S.F. Marbun, 2000, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Lyberty, hlm 74. 
28 Mustamin Dg.Matutu dkk, 1999,  Mandat,Delegasi,Atribusi dan Implementasinya di Indonesia, 
Jakarta, UII Press, hlm.63 
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berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan 
wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus 
mempunyai suatu wewenang yang sekarang tidak 
digunakannya. Sedang yang menerima pendelegasian juga 
biasanya mempunyai suatu wewenang sekarang akan 
memperluas apa yang telah diserahkan itu. 
Pendelegasian menimbulkan pergeseran kompetensi, 
setelah terjadi pendelegasian, maka si penerima delegasi 
melaksanakan wewenangnya yang telah diperbesar, ia akan 
bekerja atas namanya dan tanggung jawabnya sendiri.29 
Selanjutnya pengertian delegasi dibedakan oleh 
Heinrich Triepel dalam Echte Delegation (pendelegasian 
sesungguhnya) dan Unechte Delegation (pendelegasian 
tidak sesungguhnya). Salah satu bentuk Unechte delegation 
adalah konservierende delegation, yaitu jenis pendelegasian 
dengan menyerahkan suatu kompetensi, tetapi pemangku 
kekuasaan yang asli sama berwenangnya seperti yang 
memperoleh kompetensi itu. Jadi pendelegasian macam ini 
terjadi bukan untuk pembebasan sepenuhnya, melainkan 
peringanan dari suatu beban saja. Pihak yang 
mendelagasikan dengan demikian menciptakan penyerahan 
wewenang itu sebagai suatu saingan baginya. Pendelgasian 
                                                             
29 Ibid., hlm. 65. 
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macam ini mempunyai syarat dapat ditarik kembali, karena 
yang mendelagasikan tanpa penarikan kembali masih tetap 
berwenang seperti sediakala. Lagipula yang menerima 
pendelegasian tidaklah melakukan tugasnya atas nama 
yang mendelegasikan melainkan atas namanya sendiri. 
Hanya saja wewenang pihak yang mendelegasikan lalu 
menjadi pasif dan penerima delegasi yang menjadi aktif.30 
Alasan perlunya pendelegasian yaitu; 
- Memungkinkan atasan dapat mencapai lebih dari pada 
mereka menangani setiap tugas sendiri. 
- Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. 
- Atasan dapat memusatkan tenaga kepada suatu tugas 
yang lebih diprioritaskan. 
- Dapat mengembangkan keahlian bawahan sebagai 
suatu alat pembelajaran dari kesalahan. 
- Karena alas an tidak mempunyai kemampuan yang 
dibuutuhkan dalam pembuatan keputusan. 
2) Mandat 
Pada dasarnya pengertian mandate hampir sama 
dengan delegasi, dimana ada penyerahan wewenang dari 
pemberi mandat kepada si penerima mandat, tapi yang 
menjadi perbedaanya adalah penerima mandat menjalankan 
                                                             
30 Ibid., hlm. 65-66. 
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wewenangnya atas nama pihak lain yakni si pemberi 
mandat, sehingga yang bertanggung jawab tetaplah si 
pemberi mandat. Pelimpahan wewenang tanpa 
pengalihtanganan wewenang. 
Sumber dan cara memperoleh kewenangan oleh 
organ pemerintah sangat penting karena berkaitan dengan 
pertanggungjawaban hokum (rechtelijke verantwording) 
dalam penggunaan wewenang tersebut sebab tidak ada 
kewenangan tanpa pertanggungjawaban. 
4. Wewenang Pemerintah Berdasarkan Sifatnya 
a. Wewenang pemerintahan yang bersifat fakultatif yaitu apabila 
peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan 
bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan. Jadi, 
badan/pejabat tata usaha negara tidak wajib menggunakan 
wewenangnya karena masih ada pilihan (alternatif) dan pilihan 
iitu hanya dapat dilakukan setelah keadaan atu hal-hal yang 
ditentukan dalam peraturan dasarnya terpenuhi. Dengan 
demikian, untuk mengetahui apakah wewenang itu bersifat 
fakultatif atau tidak tergantung pada peraturan dasarnya. 
b. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat (gebondeng 
bestuur) yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan isi suatu 
keputusan yang harus diambil secara terperinci, sehingga 
pejabat tata usaha negara tersebut tidak dapat berbuat lain 
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kecuali melaksanakan ketentuan secara harafiah seperti dalam 
rumusan dasarnya 
c. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas (discretioner) 
yaitu apabila peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup 
yang longgar atau bebas kepada badan/pejabat tata usaha 
negara untuk menolak atau mengabulkan dengan 
mengaitkannya atau meletakkannya pada syarat-syarat tertentu 
yang harus dipenuhi.   
 
C. Kewenangan Pemerintah Daerah 
1. Kewenangan Pemerintah Provinsi 
Pembentukan daerah Provinsi dimaksudkan untuk 
melaksanakan urusan pemerintah pusat yang tidak dapat dilakukan 
sendiri. Pemerintah Provinsi menjadi wakil pemerintah pusat atau 
dengan kata lain kapasitasnya hanaya melaksanakan perintah atau 
petunjuk dari pemerintah pusat, namun tidak menutup 
kemungkinan adanya pengaturan oleh pemerintah provinsi dalam 
rangka efektifitas penyelenggaraan atau operasionalisasi 
pemerintahan dengan petunjuk pemerintah pusat. 
Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini dilakukan mengingat 
luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. 
Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur sebagai Kepala 
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Pemerintahaan Daerah provinsi,  harus disertai penyerahan dan 
pembiayaan, sarana dan pra sarana, serta sumber daya manusia 
sesuai dengan kewenangan yang akan diberikan tersebut.  
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang 
meliputi31: 
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e. penanganan bidang kesehatan; 
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya 
manusia potensial; 
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 
i. fasilitasi  pengembangan  koperasi,  usaha  kecil,  dan  
menengah termasuk lintas kabupaten/kota; 
j. pengendalian lingkungan hidup; 
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
                                                             
31 Pasal 13 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004. 
34 
 
n. pelayanan   administrasi   penanaman   modal   termasuk   
lintas kabupaten/kota; 
o. penyelenggaraan  pelayanan  dasar  lainnya  yang  belum  
dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan 
p. urusan   wajib   lainnya   yang   diamanatkan   oleh   
peraturan perundang-undangan. 
Urusan  pemerintahan  provinsi  yang bersifat pilihan32 
meliputi  urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan  
berpotensi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  
sesuai  dengan  kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah 
yang bersangkutan. 
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengubah kedudukan 
Kabupaten/Kota yang semula adalah wilayah administratif  
(berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang berlaku sebelumnya) 
menjadi daerah otonom dengan kewenangan yang besar. 
Perubahan status ini diikuti perubahan penyebutan kotamadya 
menjadi kota karena kotamadya kotamadya mengandung konotasi 
tingkatan kota. 
Hal ini dilakuakan karena status sebelumnya dianggap 
memantikan kreativitas dan inovasi dari pemerintah daerah dalam 
rangka mengembangkan dan memajukan darahnya. Dengan 
                                                             
32 Pasal 13 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. 
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otonomi yang sangat luas, pemerintah daerah diharapkan dapat 
mengambil peran yang lebih besar untuk kemajuan daerah sesuai 
dengan karakter dan kemampuan daerah itu sendiri. 
Urusan pemerintah Kabupaten/ kota  berdasarkan UU No 32 
tahun 2004 terbagi menjadi dua (2) yaitu urusan yang bersifat wajib 
dan  urusan yang bersifat pilihan33. 
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala 
kabupaten/kota meliputi: 
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat; 
d. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
e. penanganan bidang kesehatan; 
f. penyelenggaraan pendidikan; 
g. penanggulangan masalah sosial; 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
j. pengendalian lingkungan hidup; 
k. pelayanan pertanahan; 
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
                                                             
33 Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004. 
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m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
n. pelayanan administrasi penanaman modal; 
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
p. urusan  wajib  lainnya  yang  diamanatkan  oleh  peraturan 
perundang-undangan. 
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat       pilihan   
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 
bersangkutan. 
Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam 
kaitanyya dengan penataan ruang terbuka hijau diatur dalam Pasal 
17 angka (1) hurf (c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. 
3. Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemeintah 
Daerah Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah 
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Pembagian urusan pemerintahan kemudian diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007  Tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah 
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Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
Urusan pemerintah terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang 
urusan yaitu34: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum; 
d. perumahan; 
e. penataan ruang; 
f. perencanaan pembangunan; 
g. perhubungan; 
h. lingkungan hidup; 
i. pertanahan; 
j. kependudukan dan catatan sipil; 
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
m. sosial; 
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
p. penanaman modal; 
q. kebudayaan dan pariwisata; 
r. kepemudaan dan olah raga; 
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
                                                             
34 Lihat Pasal 2 ayat (4) PP No. 38 Tahun 2007 
38 
 
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan 
persandian; 
u. pemberdayaan masyarakat dan desa; 
v. statistik; 
w. kearsipan; 
x. perpustakaan; 
y. komunikasi dan informatika; 
z. pertanian dan ketahanan pangan; 
aa. kehutanan; 
bb. energi dan sumber daya mineral; 
cc. kelautan dan perikanan; 
dd. perdagangan; dan 
ee. perindustrian. 
Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi: 35 
a. ususan wajib meliputi: 
1) pendidikan; 
2) kesehatan; 
3) lingkungan hidup; 
4) pekerjaan umum; 
5) penataan ruang; 
                                                             
35 Lihat Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007 
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6) perencanaan pembangunan; 
7) perumahan; 
8) kepemudaan dan olahraga; 
9) penanaman modal; 
10) koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
11) kependudukan dan catatan sipil; 
12) ketenagakerjaan; 
13) ketahanan pangan; 
14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
16) perhubungan; 
17) komunikasi dan informatika; 
18) pertanahan; 
19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan 
persandian; 
21) pemberdayaan masyarakat dan desa; 
22) sosial; 
23) kebudayaan; 
24) statistik; 
25) kearsipan; dan 
26) perpustakaan. 
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b. Urusan pilihan, meliputi: 
1) kelautan dan perikanan; 
2) pertanian; 
3) kehutanan; 
4) energi dan sumber daya mineral; 
5) pariwisata; 
6) industri; 
7) perdagangan; dan 
8) ketransmigrasian. 
 
D. Kawasan Perkotaan 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor  1  Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan 
Perkotaan  dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang Terbuka hijau, Kawasan 
perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 
pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 
Kriteria kawasan perkotaan meliputi: 
1.  memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian 
atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, 
perdagangan, dan jasa; dan 
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2.  memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi 
pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana 
termasuk pergantian moda transportasi dengan pelayanan skala 
kabupaten atau beberapa kecamatan. 
Bentuk kawasan perkotaan berupa :  
1.  kota sebagai daerah otonom;  
2. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau 
3. bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan 
langsung dan memiliki ciri perkotaan. 
 
E. Tinjauan Umum Mengenai Ruang Terbuka Hijau 
1. Pengertian 
Ruang dalam kamus Webster (2006) adalah daerah 3 (tiga) 
dimensi dimana objek dan peristiwa berada. Ruang memiliki posisi 
serta arah yang relatif, terutama bila suatu bagian dari daerah 
tersebut dirancang sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Sebagai 
bentuk 3 dimensi, ruang sangat terkait dengan volume. Secara 
konsep, sebuah volume mempunyai tiga dimensi, yaitu: panjang, 
lebar, dan tinggi. Sedangkan yang dimaksud ruang dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ruang 
adalah wadah (container) yang meliputi ruang darat, ruang laut, 
dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu 
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kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 
Beberapa pengertian tentang ruang terbuka diantaranya 
adalah: 
a. Menurut Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc.36, dosen Jurusan 
Arsitektur  Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan Direktur 
Lembaga Studi Pembangunan Daerah (LSPD). 
“Ruang terbuka (open space) adalah bagian dari ruang yang 
memiliki definisi sebagai wadah yang dapat menampung 
aktivitas tertentu dari masyarakat di suatu lingkungan yang 
tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik (Budiharjo, 
1999:90).”  
b. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan 
Perkotaan. 
“Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah 
yang lebih luas baik dalam bentuk area/ kawasan maupun 
dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam 
penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya 
tanpa bangunan.”  
Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan 
terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka nonhijau 
(RTNH). Beberapa pengertian RTH diantaranya: 
a. Suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada 
berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan 
                                                             
36 Eko Budiharjo, 1999, Kota Berkelanjutan, Bandung: Alumni. 
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pohon (tanaman tinggi berkayu) atau sebentang lahan terbuka 
tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas 
geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di 
dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan 
(perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai 
tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, 
rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai 
tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai 
pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan37. 
b. Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 
baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja 
ditanam. (Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 Tentang Penataaan Ruang dan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman 
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 
Kawasan Perkotaan) 
Di dalam pengaturannya RTH juga dapat disebut dengan 
ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP), seperti yang 
diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 
(Permendagri RTHKP). Dalam Permendagri ini, yang dimaksud 
                                                             
37Purnomo Hadi, 1995, Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI 
Jakarta, Disertasi Pascasarjana IPB Bogor. 
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dengan RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan 
perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung 
manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. 
Dalam makalah lokakarya Pengembangan Sistem RTH di 
Perkotaan oleh IPB, RTH Kota dapat didefenisikan sebagai bagian 
dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan 
yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, 
introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak 
langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu 
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah 
perkotaan tersebut. 
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang 
terbuka non hijau (grey area) adalah ruang terbuka di wilayah 
perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan 
yang diperkeras (paved) maupun yang berupa badan air. Badan 
sering juga disebut Ruang Terbuka Biru (RTB) yang berupa 
permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan 
sebagai genangan retensi. 
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2. Tujuan Penataan Ruang Terbuka Hijau 
Tujuan penataan RTHKP adalah untuk menjaga keserasian 
dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan 
keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di 
perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang 
sehat, indah, bersih dan nyaman. 
3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 
Fungsi RTHKP berdasarkan Permen PU No.05/PRT/M/2008 
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 
Hijau di Kawasan Perkotaan adalah: 
a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi bio-ekologis (fisik): 
1) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem 
sirkulasi udara (paru-paru kota); 
2) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air 
secara alami dapat berlangsung lancar; 
3)  Sebagai peneduh; 
4) Produsen oksigen; 
5) Penyerap air hujan. 
b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial: 
1) Fungsi sosial dan budaya: 
- Menggambarkan eksperesi budaya lokal; 
- Merupakan media komunikasi warga kota; 
- Tempat rekreasi; 
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- Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan penelitian 
dalam mempelajari alam. 
2) Fungsi ekonomi 
3) Sumber produk yang bias di jual, seperti tanaman bunga, 
buah, daun, sayur-mayur; 
4) Bisa dijadikan bagian dari usaha pertanian, perkebunan, 
kehutanan dan lain-lain. 
5) Fungsi estetika: 
- Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan 
kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan 
pemukiman, maupun makro: lansekap kota secara 
keseluruhan; 
- Menstimulasi kreatifitas dan produktifitas warga kota; 
- Pembentuk faktor keindahan arsitektural; 
- Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara areal 
terbangun dan tidak terbagun. 
Dalam penataannya, fungsi ini dapat dikombinasikan sesuai 
dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan dan keberlanjutan kota. 
4. Manfaat Ruang Terbuka Hijau 
Manfaat RTH sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi 
ekologis. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan 
perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang 
sehat dan manusiawi. Manfaat RTH antara lain; 
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a. Manfaat estetis; penataan RTH dapat memberikan keindahan 
baik dari segi arsitektural maupun keberagaman tumbuhannya. 
b. Manfaat orologis; vegetasi pada RTH dapat mengurangi 
erosi/pengikisan muka tanah (run off) dan kerusakan tanah 
serta menjaga kestabilan tanah. RTH juga berfungsi menjaga 
keberlangsungan persediaan air tanah. Akar tanaman dapat 
menghisap, menyerap dan mempertahankan air dalam tanah 
disekitarnya.  
c. Manfaat klimatologis; keberadaan RTH dapat mengendalikan 
iklim (climate control) setempat dengan menunjang factor-faktor 
yang mempengaruhi suhu dan iklim seperti kelembapan, curah 
hujan, ketinggian tempat, dan sinar matahari. Sebagai “paru-
paru kota”, RTH juga akan membentuk iklim yang sejuk dan 
nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh keterkaitan suhu 
udara dengan kelembaban udara, cahaya, dan pergerakan 
angin. Hasil penelitian di Jakarta membuktikan suhu udara di 
kawasan RTH bias mencapai perbedaan 2-4 derajad Celsius 
dibandingkan daerah diluar RTH38. Dengan adanya RTH 
sirkulasi udara akan terjadi secara alami dengan terdorongya 
udara panas ke atas pada siang hari dan sebaliknya pada 
malam hari. 
d. Manfaat edaphis; menjamin ketersediaan habitat bagi satwa. 
                                                             
38 Ibid 
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e. Manfaat ekologis; bukan hanya bagi satwa, tanaman dan 
manusia juga dapat menjadikan RTH sebagai sarana 
berinteraksi dan bersimbiosis. 
f. Manfaat protektif; pelindung dari sinar matahari, terpaan angin 
kencang dan peredam kebisingan. 
g. Manfaat higienis; tanaman sebagai penghasil oksigen (O2) dan 
penyerap (absorbsi) karbon dioksida (CO2) dan zat pencemar 
udara lain (asap kendaraan dan industri) sangat efektif sebagai 
pembersih udara melalui penyerapan dalam proses fisiologis. 
Dengan demikian, bahaya polusi udara dapat dikurangi. Setiap 
pohon besar dapat memproduksi 4.580 kg oksigen per tahun 
dan seorang membutuhkan 2,9 kg oksigen per hari. Tanaman 
juga berfungsi sebagai filter biologis limbah cair dan sampah 
organik. Setiap 100.000 penduduk menghasilkan 4,5 juta titer 
limbah per hari, dengan demikian dibutuhkan RTH seluas 522 
hektar. Selain itu, tanaman juga dapat menyerap debu. 
Hannebo  (1995) menyimpulkan bahwa terjadi pengendapan 
debu (aerosol) pada lahan terbuka dan khususnya pada hutan 
kota. Keberadaan RTH juga dapat mengurangi kebisingan 
(polusi suara). Carpenter (1975) menyimpulkan bahwa RTH 
kota dengan ukuran ideal (0,4 ha) mampu meredam 25-80% 
kebisingan. 
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h. Manfaat edukatif; RTH dapat dijadikan laboratorium alam untuk 
mengenali flora dan fauna yang menghuninya. 
Adapun manfaat RTH menurut Permendagri No.1 Tahun 
2007 adalah: 
a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah; 
b. Saran penelitian, pendidikan dan penyuluhan; 
c. Sarana interaksi aktif dan pasif serta interaksi social; 
d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; 
e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; 
f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan 
manula; 
g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat 
h. Memperbaiki iklim mikro; 
i. Meningkatkan cadanga oksigen di perkotaan. 
5. Bentuk, Struktur dan Pembentukan RTH 
Bentuk RTH tergantung pada bentuk lahan yang tersedia 
untuk lahan kota. Bentuk RTH terdiri dari: 
a. Bergerombol atau menumpuk; dimana komunitas vegetasinya 
terkonsentrasi pada satu areal dengan jumlah vegetasinya 
minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat yang tidak 
beraturan; 
b. Menyebar; dimana komunitas vegetasinya tumbuh menyebar 
terpencar-pencar dalam bentuk bergerombol-gerombol kecil; 
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c. Jalur; dimana komunitas vegetasinya tumbuh pada lahan yang 
berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan 
sungai, jalan, pantai, saluran, dan sebagainya. 
Struktur RTH ditentukan oleh keanekaragaman vegetasi 
yang ditanam atau komunitas tumbuh-tumbuhan yang menyusun 
RTH, struktur dapat diklasifikasikan menjadi: 
a. Berstrata dua; yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan yang hanya 
terdiri dari pepohonan dan rumput atau penutup tanah lainnya; 
b. Berstrata banyak; yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan yang selain 
terdiri dari pepohonan dan rumput juga terdapat semak, terna, 
epifit, liana, ditumbuhi banyak anakan dan penutup tanah, jarak 
tanaman rapat tidak beraturan dengan strata. 
Pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam 
berdasarkan aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta 
estetika. Pembentukan ini harus mencerminkan karakter alam 
dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, istorik, panorama 
yang khas dengan tingkat penerapan teknologi. 
6. Tipologi RTH 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 
Kawasan Perkotaan, membagi RTH dalam tipologi berikut (lihat 
gambar 1): 
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Gambar 1: Tipologi RTH 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 05/PRT/M/2008 
a. Berdasarkan fisik 
Berdasarkan fisik, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat 
dibedakan menjadi: 
1) RTH Alami 
RTH alami adalah RTH yang terdiri dari habitat liar alami, 
kawasan lindung, dan taman-taman nasional. 
2) RTH Non Alami/Binaan 
RTH non alami/binaan adalah RTH yang terdiri dari taman, 
lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan. 
b. Berdasarkan fungsi 
Berdasarkan fungsinya, RTH dapat berfungsi sebagai : 
 
RUANG 
TERBUKA 
HIJA 
(RTH) 
Fisik Fungsi Struktur Kepemilikan 
Ekologis 
Sosial 
Budaya 
Pola 
Ekologis 
RTH 
Alami 
RTH 
Privat 
RTH 
Non alami 
RTH 
Publik 
Pola 
Ekonomi 
Estetika 
Ekonomi 
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1) Fungsi Ekologis 
RTH berfungsi ekologis merupakan satu bentuk RTH yang 
berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu 
wilayah kota untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah 
kota secara fisik. Secara ekologis, RTH dapat meningkatkan 
kualitas airtanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, 
dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH 
perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk 
hijau kota, hutan kota, taman botani, dan sempadan sungai. 
2) Fungsi Sosial Budaya 
Secara sosial budaya, RTH dapat memberikan fungsi 
sebagai ruang interaksi sosial dan sarana rekreasi. Bentuk 
RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman 
kota, lapangan olahraga, kebun raya, dan TPU. 
3) Fungsi Arsitektural/Estetika 
Secara arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai 
keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan 
taman-taman kota, kebun kebun bunga, dan jalur-jalur hijau 
di jalan-jalam kota. 
4) Fungsi Ekonomi 
Secara ekonomi melalui pengusahaan lahan-lahan kosong 
menjadi lahan pertanian/perkebunan (urban agriculture) dan 
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pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat 
mendatangkan wisatawan. 
c. Berdasarkan struktur ruang 
Berdasarkan struktur ruang, RTH dapat dibedakan menjadi : 
1) RTH dengan pola ekologis; merupakan RTH yang memiliki 
pola mengelompok, memanjang, tersebar. 
2) RTH dengan pola planologis merupakan RTH yang memiliki 
pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. 
d. Berdasarkan segi kepemilikan 
Berdasarkan segi kepemilikan, RTH dapat dibedakan menjadi : 
1) RTH Publik; RTH yang dimiliki secara pribadi 
2) RTH Privat; RTH yang merupakan ruang public atau fasilitas 
umum 
7. Jenis-jenis RTHKP 
Jenis-jenis ruang terbuka Hijau berdasarkan Permendagri No.1 
Tahun 2007 adalah : 
a. Taman kota 
Taman kota merupakan ruang di dalam kota yang ditata 
untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan 
kesehatan bagi penggunanya. Selain itu, taman kota difungsikan 
sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah 
dan air, dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi 
suatu bencana, maka taman kota dapat difungsikan sebagai 
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tempat posko pengungsian (evakuasi). Pepohonan yang ada 
dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan, 
penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari. Taman kota 
berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, 
pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan. 
b. Taman wisata alam 
Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian 
alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan 
pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh 
pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 
ekosistemnya.  
c. Taman rekreasi 
Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di 
alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi 
yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada 
penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan 
alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi 
dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif. 
Kegiatan yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, 
dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan. 
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d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman 
Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan 
taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan 
untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi 
terbatas/masyarakat sekitar. Taman ini mempunyai fungsi 
sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), 
peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area 
interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan 
kenyamanan lingkungan. 
e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial 
Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial 
merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan 
diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi 
terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan 
institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut 
membutuhkan RTH pekarangan untuk tempat upacara, olah 
raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan 
waktu istirahat belajar atau bekerja. 
f. Taman hutan raya 
Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian 
alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami 
atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang 
dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 
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pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan 
rekreasi. Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah 
dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis 
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya  
g. Hutan kota 
Dalam membangun sebuah hutan kota terdapat dua 
pendekatan yang dapat dipakai. Pendekatan pertama, hutan 
kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Pada bagian ini, 
hutan kota merupakan bagian dari suatu kota. Penentuan 
luasnya pun dapat berdasarkan : 
1) Prosentase, yaitu luasan hutan kota ditentukan dengan 
menghitungnya dari luasan kota. 
2) Perhitungan per kapita, yaitu luasan hutan kota ditentukan 
berdasarkan jumlah penduduknya. 
3) Berdasarkan isu utama yang muncu. Misalnya untuk 
menghitung luasan hutan kota pada suatu kota dapat 
dihitung berdasarkan tujuan pemenuhan kebutuhan akan 
oksigen, air, dan kebutuhan lainnya. 
Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota 
pada dasarnya adalah areal untuk hutan kota. Pada pendekatan 
ini, komponen yang ada di kota seperti pemukiman, perkantoran, 
dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) yang ada 
dalam suatu hutan kota. Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, 
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hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang 
bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam 
wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, 
yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang 
berwenang. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari 
wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi 
setempat dengan luas minimal sebesar 0.25 ha dalam satu 
hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu). Taman 
hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, 
arboretum, dan bum perkemahan yang berada di wilayah kota 
atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan 
kawasan yang berfungsi sebagai hutan kota.Hutan kota juga 
mempunyai beberapa fungsi seperti memperbaiki dan menjaga 
iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan 
keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan 
mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan kota 
dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam, rekreasi, 
olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, 
pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu. 
Hal-hal tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu 
fungsi hutan kota. 
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h. Hutan lindung 
Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 
mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 
i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah 
RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi 
oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan 
keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali 
pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat 
perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; 
pengendali tata air; dan sarana estetika kota. 
j. Cagar alam 
Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang 
karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, 
satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu 
dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 
Sesuai fungsinya, kawasan cagar alam ini dapat dimanfaatkan 
untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya. 
k. Kebun raya 
Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami 
berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk 
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keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga digunakan 
sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua 
buah bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan 
dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang 
telah dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi 
l. Kebun binatang 
Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara 
dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. 
Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki 
berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan 
programprogram pembiakan, penelitian, konservasi, dan 
pendidikan 
m. Pemakaman umum 
Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial 
yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat 
yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi 
lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-
paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat 
pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang 
terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. 
n. Lapangan olah raga 
Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun 
untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak 
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bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya. 
Fungsi lapangan olahraga adalah sebagai wadah olahraga, 
tempat bermain, pertemuan, sarana interaksi dan sosialisasi, 
serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya. 
o. Lapangan upacara 
Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun 
untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini dilakukan di 
halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga. 
p. Parkir terbuka 
Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi 
kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan 
parkir terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat 
perbelanjaan, dan lainnya hendaknya ditanami dengan 
pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman. 
q. Lahan pertanian perkotaan 
Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, 
dan distribusi pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan ini tentunya 
membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini 
biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung 
memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini 
menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan yaitu 
meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat kota 
serta menyediakan sayuran dan buah-buahan segar bagi 
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masyarakat kota. Selain itu, pertanian kota juga dapat 
menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan 
terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan 
masyarakat penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana 
pembangunan modal sosial. 
r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan Sutet) 
SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET 
(Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah sistem 
penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik 
dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-
pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan 
efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah 
terbangun, tapi dijadikan RTH jalur hijau. RTH ini berfungsi 
sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan 
tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi. 
s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa 
Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari 
sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan 
kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. 
Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, 
perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. 
Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai 
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang 
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mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 
fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan 
sebagai area penghijauan. PP Nomor 26 Tahun 2008 
menetapkan kriteria-kriteria sempadan sungai, yaitu: 
1) daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar 
paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 
2) daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di 
luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 
(seratus) meter dari tepi sungai; dan 
3) daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di 
luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 
(lima puluh) meter dari tepi sungai. 
t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan 
pedestrian 
Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan 
tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di 
samping kirikanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman 
jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang 
terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan 
yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah 
ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk 
membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi 
mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. Beberapa 
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fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyegar udara, peredam 
kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, 
perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan 
matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan 
suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air 
hujan sebagai cadangan airtanah dan dapat menetralisir limbah 
yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan. 
u. Kawasan dan jalur hijau 
Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama 
lindung atau budidaya. RTH kawasan berbentuk suatu areal dan 
non-linear dan RTH jalur memiliki bentuk koridor dan linear. 
Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan 
lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun 
raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, 
industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, 
perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH 
berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, 
sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk 
hijau. 
v. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara 
Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk 
memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan. Salah 
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satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga 
lapangan udara yang berfungsi untuk peredam kebisingan, 
melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial 
di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya. 
w. Taman atap (roof garden) 
Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau 
teras rumah atau gedung sebagai lokasi taman. Taman ini 
berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, 
sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah 
radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah, 
dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu 
mendinginkan bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa 
lebih menghemat energi seperti pengurangan pemakaian AC. 
Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar 
dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan 
terbatas, tahan hembusan angin, dan tidak memerlukan banyak 
air. 
Taman atap mempunyai dua fungsi, yaitu bersifat intensif, di 
mana kegiatan yang dilakukan didalamnya aktif dan variatif serta 
menampung banyak orang. Fungsi yang kedua bersifat 
ekstensif, yaitu mempunyai satu jenis kegiatan dan tidak 
melibatkan banyak orang atau bahkan tidak diperuntukkan untuk 
kegiatan manusia.  
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8. Kebutuhan  Luas Ruang Terbuka Hijau 
Penentuan luas ruang terbuka hijau ada yang mengacu 
pada luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan kebutuhan 
ruang gerak per individu. Di Malaysia luasan hutan kota ditetapkan 
seluas 1,9 m2/penduduk; di Jepang ditetapkan sebesar 5,0 
m2/penduduk; Dewan kota Lancashire Inggris menetapkan 11,5 
m2/penduduk; Amerika menentukan luasan hutan yang lebih 
fantastis yaitu 60 m2/penduduk; sedangkan DKI Jakarta 
mengusulkan luasan taman untuk bermain dan berolah raga 
sebesar 1,5 m2/penduduk (Green for Life: 2004). 
Di Indonesia, kebutuhan luas minimal RTH diatur sebagai 
berikut: 
a. Berdasarkan luas wilayah, luas RTH minimal 30 % dari luas 
wilayah yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat 
(lihat bagan 1). 
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Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 05/PRT/M/2008 
 
  
Bagan 1:  Proporsi RTH Kawasan Perkotaan (ilustrasi) 
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b. Berdasarkan jumlah penduduk. Untuk menciptakan kota yang 
ramah lingkungan, luas RTH harus diseimbangkan dengan 
kepadatan penduduk untuk (lihat tabel 1). 
 
Tabel 1: Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk 
No. Unit 
Lingkungan 
(jiwa) 
Tipe RTH Luas 
Minimal/Unit 
(𝒎𝟐) 
Luas 
minimal/ 
kapita 
(𝒎𝟐/𝒋𝒊𝒘𝒂) 
Lokasi 
1. 250 Taman RT 250 1,0 Di tengah 
lingkungan RT 
2. 2.500 Taman RW 1.250 0,5 Di pusat 
kegiatan RW 
3. 30.000 Taman 
Kelurahan 
9.000 0,3 Dikelompokkan 
dengan 
sekolah/kelurah
an 
4. 120.000 Taman 
Kecamatan 
24.000 0,2 Dikelompokkan 
dengan 
sekolah/pusat 
kecamatan 
  Pemakaman disesuaikan 1,2 Tersebar 
5. 480.000 Taman Kota 144.000 0,3 Di pusat 
wilayah/kota 
  Hutan Kota disesuaikan 4,0 Di 
dalam/kawasan 
pingiran 
  Untuk fungsi-
fungsi 
tertentu 
disesuaikan 12,5 Disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 
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F. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah dalam Penataan Ruang 
Terbuka Hijau 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Dasar konstituional terdapat dalam Pasal 28 H Ayat (1) 
tentang hak seseorang atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat.  Selain itu, alinea keempat dalam Pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945 pada pokoknya mewajibkan pemerintah untuk 
mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk sebanyak-
banyaknya kesejahteraan rakyat juga menjadi landasan 
pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pemikiran tentang 
kewajiban negara ini secara konstitusional kemudian dijabarkan 
lagi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu prinsip negara, bumi 
dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Pengakuan tentang hak ata lingkungan hidup yang baik dan 
sehat dimuat dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai berikut: 
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ”  
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). 
Dalam Pasal 65 ayat (1) dijelakan bahwa setiap orang 
berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian 
dari hak asasi manusia. Undang-Undang ini mengatur 
perencanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 
Pasal 15 ayat (2) huruf (a) mewajibkan adanya RTRW yang 
perencanaannya memperhatikan daya dukung dan daya tamping 
lingkungan. 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (UUPR). 
Adapun yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah 
Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang secara umum 
terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang . 
Pasal 10 ayat (1) yang meliputi: 
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan 
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang 
kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. 
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. 
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan 
d. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan 
kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 
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 Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
rangka penyelenggaraan penataan ruang dalam UUPR pasal 11 
ayat (1) sebagai berikut: 
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan 
kawasan strategis kabupaten/kota; 
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; 
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten/kota; dan 
d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. 
Perlu ditegaskan bahwa pemberian wewenang kepada 
pemerintah daerah provinsi dalam memasilitasi kerja sama 
penataan ruang antar kabupaten/kota dimaksud agar kerja sama 
penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi 
kabupaten/kota yang bekerja.  
Kewenangan perencanaan tata ruang ruang wilayah kota 
dalam ruang terbuka hijau diatur dalam Pasal 28. Pasal 28 bahwa 
ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kota berdasarkan 
pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk 
perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain 
rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan: 
a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; 
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b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; 
dan 
c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 
jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, 
dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk 
menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan 
sosial ekonomi dan pusat pertumbuha wilayah. 
Penjelasan Pasal 28 Menyatakan bahwa: Pemberlakuan 
secara mutatis-mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan 
mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku 
pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota. 
Pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau ditegaskan dalam 
Pasal 29 ayat (1) dan (2) berikut; 
(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang 
terbuka hijau privat. 
Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa ruang terbuka 
hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan 
dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk 
ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, 
taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, 
sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau 
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privat, antara lain, adalah kebun atau halaman 
rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami 
tumbuhan. 
(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 
30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 
Dalam penjelasannya, proporsi 30 (tiga puluh) persen 
merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan 
ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan 
system mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang 
selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih 
yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat 
meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan 
fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, 
masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan 
di atas bangunan gedung miliknya. 
(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling 
sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 
Ditegaskan dalam penjelasan bahwa proporsi ruang 
terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang 
disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar 
proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin 
pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya 
secara luas oleh masyarakat. 
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Ketentuan tentang ruang terbuka hijau publik dan distribusi 
ditegaskan dalam pasal 30 berikut ini: 
“Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran 
penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana 
struktur dan pola ruang.” 
 
Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan 
dan pemanaatan ruang terbuka hijau ditegaskan dalam Pasal 31 
berikut ini: 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan 
pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur 
dengan peraturan Menteri.” 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 
diubahdengan Undang-Undang U No.8 Tahun 2005 tentang 
perubahan pertama dan UU No.12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
Undang-undang ini merupakan dasar pelaksanaan 
kewenangan Pemerintah Daerah. Pasal 22 mengatur kewajiban 
daerah untuk menyusun perencanaan dan tata ruang daerah , 
melestarikan lingkungan hidup, dan menyediakan failitas sosial 
dan fasilitas umum yang layak. 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kota. 
Dalam PP No.38 Tahun 2007, Penataan ruang, 
perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, penataan ruang, 
perumahan dan kehutanan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4)  
adalah empat dari dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan 
pemerintah yang erat kaitannya dengan penataan RTH. Pasal 7 
menegaskan bahwa penataan ruang merupakan urusan 
pemerintah daerah yang wajib diselenggarakan. RTH merupakan 
bagian dari bidang penataan ruang. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional. 
Perlu adanya RTH dalam RTRWN sebagai begian dari 
kawasan lindung naional  ditegaskan Pasal 52 (2) huruf (d). 
Kriteria RTH kemudian diatur dalam Pasal 56 ayat 4 yaitu: 
a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) 
meter persegi; 
b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi 
daribentuk satu hamparan dan jalur; dan 
c. didominasi komunitas tumbuhan. 
75 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
Pasal 35 ayat (2)  huruf d poin 4 mengharuskan adanya 
rencana penyediaan dan pemanfaatan: ruang terbuka hijau publik 
dan pendistribusiannya; ruang terbuka hijau privat dalam rumusan 
konsepsi Rencana Tata Ruang Kota  
Pasal 36 menjelakan sebagai berikut; 
a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota 
terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah 
kota. 
b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota 
terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota 
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota. 
c. Apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki total luas lebih besar 
dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap 
dipertahankan keberadaannya. 
d. Apabila ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak terwujud setelah masa berlaku rencana 
tata ruang wilayah kota berakhir, pemerintah daerah 
kotadapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 
(Permendagri RTHKP). 
Bedasarkan Pasal 31 UUPR yang mengamanatkan 
pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan 
pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau 
maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2007 Tentang Penataaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 
Perkotaan. Menurut Pasal 7 Permendagri No.1 Tahun 2007, 
Penataan RTHKP meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, 
dan pengendalian RTHKP. 
Perencanaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10, dan Pasal 11 dalam hal perencanaan menegaskan 
bahwa: 
Pasal 8 
1. RTHKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 
2. RTHKP dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang 
Kawasan Perkotaan dengan skala peta sekurang-kurangnya 
1:5000. 
Pasal 9 
1. Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan. 
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2. Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
RTHKP publik dan privat. 
3. Luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah 
kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai 
dengan kemampuan masing-masing daerah. 
4. RTHKP privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga 
swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan 
melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah 
Provinsi. 
Pasal 10 
1. Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) melibatkan para pelaku 
pembangunan. 
2. Perencanaan pembangunan RTHKP memuat jenis, lokasi, luas, 
target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu 
pelaksanaan, dan disain teknis. 
Pasal 11 
1. Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana 
pembangunan RTHKP dan ditetapkan dengan Peraturan 
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Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk 
Pemerintah Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun 
Kabupaten/Kota. 
2. Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD). 
Adapun yang menjadi kegiatan pengembangan ruang 
terbuka hijau kota jangka pendek antara lain: 
1. Refungsionalisasi dan pengamanan jalur-jalur hijau alami, 
seperti di sepanjang tepian jalan raya, jalan tol, saluran teknis 
irigasi, TPU, dll. 
2. Mengisi dan memelihara taman-taman kota yang sudah ada, 
sebaik-baiknya dan berdasarkaan pada prinsip fungsi pokok 
RTH (indentiikasi dan Keindahan) Masing-masing lokasi; 
3. Memberikan ciri-ciri khusus pada tempat-tempat strategis, 
seperti bats-bats kota dan alun-alun kota; 
4. Memotivasi dan memberikan insentif secara material (subsidi) 
dan moral terhadap peran serta masyarakat dalam 
pengembangan dan pemeliharaan Ruang terbuka hijau secara 
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optimal, baik melalui proses perencanaan kota, maupun 
gerakan-gerakan penghijauan; 
5. Memberikan prasarana penunjang dalam pengembangan 
Ruang terbuka hijau, yaitu tenaga-tenaga teknisi yang bisa 
menyampaikan konsep, ide serta pengalamannya dalam 
mengelola RTH, misalnya pada acara penyelenggaraa  
pelatihan dan pendidikan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
(Pusdiklat). 
Kemudian, mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau 
ditegaskan dalam pasal 12 . 
1. Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, 
pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau. 
2. Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan para pelaku pembangunan. 
3. RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan. 
4. Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar 
pemerintah daerah. 
5. Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh perseorangan atau 
lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan. 
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6. Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan memasukkan berbagai 
kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan 
taman yang mencerminkan budaya setempat. 
Selanjutnya, menurut Pasal 14, Pengendalian terhadap ruang 
terbuka hijau meliputi: 
1. Lingkup pengendalian RTHKP meliputi: 
a. target pencapaian luas minimal; 
b. fungsi dan manfaat; 
c. luas dan lokasi; dan 
d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis. 
2. Pengendalian RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan 
penertiban. 
3. Penebangan pohon di areal RTHKP publik dibatasi secara ketat 
dan harus seizin Kepala Daerah. 
Adapun bentuk pelaporan yang dapat dilakukan sehubungan 
dengan kegiatan ruang terbuka hijau ditegaskan dalam  Pasal 16: 
1. Bupati/Walikota melaporkan kegiatan penataan RTHKP kepada 
Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-
waktu apabila diperlukan. 
2. Gubernur melaporkan kegiatan penataan RTHKP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling 
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sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 
Selanjutnya pembinaan dan pengawasan di atur dalam Pasal 
17, Pasal 18, Pasal 19: 
Pasal 17 
1. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penataan RTHKP. 
2. Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penataan RTHKP Kabupaten/Kota. 
3. Gubernur DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penataan RTHKP. 
Pasal 18 
Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan 
pengawasan terhadap penataan RTHKP secara nasional. 
Pasal 19 
1. Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang berhasil dalam penataan RTHKP. 
2. Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada 
penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan 
kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP. 
3. Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada 
penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan 
kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP. 
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4. Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) 
diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 
Hijau di Kawasan Perkotaan dimaksudkan untuk: 
a. menyediakan acuan yang memudahkan pemangku 
kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak 
pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, 
pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. 
b. memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan 
ruang terbuka hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan 
pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. 
c. memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya 
ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan. 
d. memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat 
dan pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau 
sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan 
bertempat tinggal. 
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Ruang lingkup Peraturan Menteri ini  memuat: 
a. ketentuan umum, yang terdiri dari tujuan, fungsi, manfaat, dan 
tipologi ruang terbuka hijau; 
b. ketentuan teknis yang meliputi penyediaan dan pemanfaatan 
ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan; 
c. prosedur perencanaan dan peran masyarakat dalam 
penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. 
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidan Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang. 
Berdaarkan Pasal 5 ayat (2) huruf h poin 5, Permen PU ini 
mewajibkan tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas 
wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030 dengan nilai 
pencapaian 25% pada tahun 2014 
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 
2005-2015. 
Pengaturan tentang Rencana Pengembangan Kawasan 
Hijau diatur dalam Pasal 15. Pengembangan kawasan hijau 
lindung dilakukan melalui pembinaan kawasan sesuai dengan 
fungsinya, meliputi: kawasan pesisir pantai Utara Kota sebagai 
kawasan hutan bakau dan kawasan hilir Sungai Tallo sebagai 
kawasan hutan bakau dan area pembibitan mangrove.  
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Pengembangan kawasan hijau binaan yang dijabarkan 
dalam 13 Kawasan Terpadu, dengan persentase luas ruang 
terbuka hijau sebagai berikut: 
a. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pusat Kota 
ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari luas kawasan pusat 
Kota. 
b. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Permukiman 
Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan 
pemukiman terpadu. 
c. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pelabuhan 
Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan 
pelabuhan terpadu. 
d. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bandara 
Terpadu ditargetkan sebesar 15% (lima belas persen) dari luas 
kawasan bandara terpadu. 
e. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Maritim 
Terpadu ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas 
kawasan maritim terpadu. 
f. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Industri 
Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan 
industri terpadu. 
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g. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pergudangan 
Terpadu ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari luas kawasan 
pergudangan terpadu. 
h. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pendidikan 
Tinggi terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas 
kawasan pendidikan tinggi terpadu. 
i. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Penelitian 
Terpadu ditargetkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari 
luas kawasan penelitian terpadu. 
j. Presentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Budaya 
Terpadu ditargetkan sebesar 15% (lima belas persen) dari luas 
kawasan budaya terpadu 
k. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Olahraga 
Terpadu ditargetkan sebesar 18% (delapan belas persen) dari luas 
kawasan olahraga terpadu. 
l. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bisnis dan 
Pariwisata Terpadu ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 
luas kawasan bisnis dan pariwisata terpadu. 
m. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bisnis Global 
Terpadu ditargetkan sebesar 12 persen (dua belas persen) dari 
luas kawasan bisnis dan global terpadu. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis-
empiris, yang artinya penelitian ini lebih menitik beratkan penelitian 
dengan melihat implementasi di lapangan guna memperoleh data 
primer disamping penelitian kepustakaan untuk memperoleh data 
sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan yuridis-normatif, yaitu menggunakan pendekatan 
terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau segi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum 
lainnya (Law in Book), kemudian melihat keadaan yang 
sesungguhnya terjadi dalam praktik. 
B. Lokasi Penelitian 
Karena jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian hukum 
yuridis-empiris yang membutuhkan penelitian lapangan (field 
research), maka berdasarkan atas masalah yang diangkat yaitu 
pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Makassar  dalam 
penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan maka lokasi 
penelitian berkaitan dengan pembahasan ini akan dilaksanakan di 
Kota Makassar, secara khusus pada instansi yang berwenang dalam 
penataan ruang terbuka hijau yaitu Kantor Dinas Tata Ruang dan 
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Bangunan Kota Makassar dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar. Selain itu penelitian pustaka juga akan dilakukan di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk 
memperoleh data sekunder. 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah semua yang termasuk dalam kategori ruang 
terbuka hijau dan memenuhi syarat serta karakteristik tertentu yang 
berkaitan dengan penelitian akan dijadikan sumber pengambilan 
sampel. 
Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
anggota populasi. Metode pengambilan sampel adalah Exhausted 
Sampling dimana seluruh anggota populasi akan digunakan sebagai 
sampel. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan 
data/ bahan hukum sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan 
menelaah literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-
undangan, dokumen serta data yang didapatkan dari penelusuran 
melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan 
penulisan skripsi ini. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian yang dialkuakan dengan cara berinteraksi 
langsung dengan objek yang diteliti yang bertujuan untuk 
memperoleh data yabg akurat dan objektif karena dilakukan 
secara langsung. Penelitian lapangan ini  dilaksanakan dengan 
dua cara yaitu: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dilakukan dengan Tanya jawab sepihak secara sistematis dan 
mendalam terhadap responden sesuai dengan tujuan 
penelitian. 
b. Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dan 
subjek penelitian guna mendapatkan dat-data yang 
diharapkan dapat membantu proses pemecahan masalah. 
 
E. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini 
sebagai berikut: 
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1. Data  Primer  
Data yang diperoleh penulis dari penelitian lapangan dengan 
wawancara secara langsung dengan responden / pihak yang 
terkait secara langsung dengan masalah yang akan diteliti. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa 
literatur dan dokumen-dokumen, buku, serta peraturan perundang-
undangan dan bahan tertulis lain yang berkaitan erat dengan objek 
yang akan dibahas. 
F. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan baik itu bahan 
primer maupun bahan hukum sekunder diidentifikasi berdasarkan 
permasalahannya kemudian dianalisis secara kualitatif. Dimana 
analisis data kualitatif adalah mendeskripsikan permasalahan dengan 
memberikan uraian dan penjelasan secara deduktif, dimulai dari 
dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang 
bersifat khusus sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 
permasalahan, upaya dan kendala penataan RTHKP di kota 
Makassar. Kemudian dari proses tersebut akan ditarik sebuah 
kesimpulan. 
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G. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini meliputi: 
Bab I:  Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, rumusan 
masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian.  
Bab II: Tinjauan pustaka, membahas mengenai pengertian, teori, 
pendapat pakar/ahli dan peraturan perundang-undangan 
yang relevan 
Bab III: Metode penelitian, menguraikan lokasi penelitian, jenis dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, 
sistematika penulisan dan waktu penelitian. 
Bab IV: Pembahasan, berisi analisis permasalahan berdasarkan 
landasan teori, data primer dan data sekunder yang 
diuraikan secara runtut. 
Bab V: Penutup, memaparkan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
H. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Kota Makassar yang berdiri sejak 8 November 1607. Kota 
Makassar  yang juga ibukota provinsi Sulawesi Selatan secara 
geografis terletak antara 119°21’17’38’’ Bujur Timur dan 5°8’6’19’’ 
Lintang Selatan dengan batas sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara  : Kabupaten Maros 
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa 
3. Sebelah Barat  : Selat Makassar 
4. Sebelah Timur  : Kabupaten Maros 
Luas wilayah kota makasar tercatat 175.777 km persegi dan 
terbagi dalam 14 kecamatan. Berdasarkan pencatatan Stasiun 
Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara 
sekitar 78 persen, temperatur udara sekitar 27,2° - 28,5℃, dan rata-
rata kecepatan angin 2,9 knot.  
Secara administratif, kota Makassar terbagi atas 14 (empat 
belas) kecamatan, 143 kelurahan, 936 RW dan 4.580 RT. Saat ini 
Kota Makassar dipimpin oleh Ir. H. Ilham Arif Sirajuddin, MM sebagai 
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Walikota. Adapun 14 kecamatan yang ada dalam lingkup Kota 
Makassar digambarkan dalam table dibawah ini; 
Tabel 2: Data Statistik Kota Makassar 
Kode 
Wilayah 
Kecamatan Luas 
(𝑘𝑚2) 
Persentase 
terhadap luas 
kota Makassar 
(%) 
Jumlah 
Penduduk 
(jiwa) 
010 Mariso 1,82 1,04 55.431 
020 Mamajang 2,25 1,28 61.294 
030 Tamalate 20,21 12,07 154.464 
031 Rappocini 9,23 5,25 145.090 
040 Makassar 2,52 1,43 84.143 
050 Ujung Pandang 2,63 1,50 29.064 
060 Wajo 1,99 1,13 35.533 
070 Bontoala 2,10 1,19 62.731 
080 Ujung Tanah 5,94 3,38 49.103 
090 Tallo 5,83 3,32 137.333 
100 Panakkukang 17,05 9,70 136.555 
101 Manggala 24,14 13,73 100.484 
110 Biringkanaya 48,22 27,43 130.651 
111 Tamalanrea 31,84 18,11 90.473 
7371 MAKASSAR 175,77 100,00 1.272.349 
Sumber Data: Badan Pusat Statistik 
Berdasarkan luas wilayah kota Makassar yaitu 175,77 km 
persegi, maka luas RTH yang seharusnya dimiliki kota Makassar (30% 
dari luas wilayah) adalah 5.273,1 km persegi.  Data dari Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menunjukkan saat ini 
kota Makassar baru memiliki Ruang Terbuka Hijau seluas 28, 680% 
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(termasuk lahan pertanian). Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota 
Makassar berupa taman kota, lapangan, pemakaman umum, lahan 
pertanian dan perkotaan, dan jalur pengaman jalan. Luas RTH kota 
Makassar  saat ini digambarkan dalam dabel dibawah ini. 
Tabel 3: Rangkuman Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar 2012 
(Tidak Termasuk Lahan Pertanian) 
No. Kecamatan Luas 
Kecamatan 
(Ha) 
Luas RTH 
(Ha) 
Persentase 
(%) 
1 Biringkanaya 3.163,81 107,48 0,615 
2 Bontoala 147,58 12,74 0,073 
3 Makassar 251,06 4,57 0,026 
4 Mamajang 241,48 7,11 0,041 
5 Manggala 2.302,23 48,62 0,278 
6 Mariso 228,44 7,12 0,041 
7 Panakkukang 1.414,17 62,35 0,357 
8 Rappocini 1.207,32 14,72 0,084 
9 Tallo 903,40 385,55 2,206 
10 Tamalanrea 4.312,68 68,18 0,390 
11 Tamalate 2.627,40 23,71 0,136 
12 Ujung Pandang 282,64 15,55 0,089 
13 Ujung Tanah 189,70 8,12 0,046 
14 Wajo 204,11 1,36 0,008 
         TOTAL 17.476,01 767,18 4,390 
  Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
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Tabel 4 : Rangkuman Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar 2012 
(Termasuk Lahan Pertanian) 
No. Kecamatan Luas 
Kecamatan 
(Ha) 
Luas RTH 
(Ha) 
Persentase 
(%) 
1 Biringkanaya 3.163,81 3.386,59 19,378 
2 Bontoala 147,58 12,75 0,073 
3 Makassar 251,06 4,57 0,026 
4 Mamajang 241,48 7,11 0,041 
5 Manggala 2.302,23 160,67 0,919 
6 Mariso 228,44 7,12 0,041 
7 Panakkukang 1.414,17 62,35 0,357 
8 Rappocini 1.207,32 14,72 0,084 
9 Tallo 903,40 385,55 2,206 
10 Tamalanrea 4.312,68 68,18 0,390 
11 Tamalate 2.627,40 877,45 0,021 
12 Ujung Pandang 282,64 15,55 0,089 
13 Ujung Tanah 189,70 8,12 0,046 
14 Wajo 204,11 1,36 0,008 
         Total 17.476,01 5.012,08 28,680 
  Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
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Tabel 5: Rangkuman Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar 2012 
(Berdasarkan Jenis) 
NO JENIS LUAS (Ha) 
1 Taman Kota 11,9 
2 Lapangan Kota 124,4 
3 Pemakaman 91,4 
4 Jalur Hijau 26,2 
5 Jalur Tengah 11,4 
6 Hutan Kota 62,3 
7 Kebun Bibit 2,8 
8 Empang 35,5 
9 TPA Tamangapa 14,3 
           Jumlah 379,7 
Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
 
I. Pengaturan dan Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau 
Penataan RTH kota Makassar merupakan kewenangan Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.  Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan kota Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui 
Sekertaris Daerah. 
Adapun struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 
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Tahun 2009  tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar yang bertugas mengkoordinir bagian-bagian yang 
ada dibawahnya. Saat ini Kepala Dinas Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar adalah Drs. H. Muh. Kasim. 
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif 
bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan Kota Makassar. Saat ini Sekretaris Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar dijabat oleh Muh. Gunawan, S.E., 
MM. 
Sekretariat terdiri dari: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis 
ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta 
melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. 
b. Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. 
c. Sub Bagian Perlengkapan 
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Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, 
membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan 
barang. 
3. Bidang Pertamanan 
Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan 
pembangunan dan pemeliharaan taman, tata keindahan taman 
(dekorasi) kota serta pembibitan dan pengembangan tanaman. 
a. Seksi Pembangunan Taman 
Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksanakan 
pembangunan, penataan dan pemngembangan fungsi-fungsi 
taman kota. 
b. Seksi Pemeliharaan Taman 
Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan 
pemeliharaan taman kota, pengawasan dan pengendalian tata 
keindahan kota. 
c. Seksi Pembibitan 
Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembibitan 
dan pengembangan tanaman hias dan pelindung yang siap 
tanam. 
4. Bidang Penghijauan Kota 
Bidang Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kawasan 
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penghijauan kota, serta melaksanakan pengawasan dan 
pengusutan.  
a. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau 
Seksi Pembangunan Kawasan Hijau mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan 
dan evaluasi pengelolaan kawasan penghijauan kota. 
b. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau 
Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengusutan 
terhadap kegiatan yang diduga terdapat perbuatan melanggar 
hukum atas tindakan terhadap keselamatan kawasan dan jalur 
penghijauan kota. 
c. Seksi Pengawasan dan Pengusutan 
Seksi Pengawasan dan Pengusutan mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengusutan 
terhadap kegiatan yang diduga terdapat perbuatan melanggar 
hukum atas tindakan terhadap keselamatan kawasan dan jalur 
penghijauan kota. 
5. Bidang Pengembangan  Kapasitas Kebersihan Kota 
Bidang Pengembangan  Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai 
tugasmelaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan 
masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan penyadaran masyarakat 
dalam bidang teknik Pengelolaan Kebersihan/Persampahan. 
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a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 
Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan. 
b. Seksi Pengembangan Partisipai 
Seksi Pengembangan Partisipai mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan dan pengelolaan 
kebersihan/persampahan kota. 
c. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik 
Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. 
6. Bidang Penataan dan Kebersihan Kota 
Bidang Penataan dan Kebersihan Kota mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan pengembangan teknik pengelolaan 
kebersihan kota, melaksanakan monitoring dan evaluasi 
kebersihan kota dan pemeliharaan peralatan dan alat berat. 
a. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota 
Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota 
mempunyai tugas melaksanakan penelitian/kajian, 
pengembanagan sistem dan teknologi pengelolaan dalam 
penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota. 
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b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Palaksanaan dan Kebersihan 
Kota 
Seksi Monitoring dan Evaluasi Palaksanaan dan Kebersihan 
Kota mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan 
kota. 
c. Seksi Pemeliharaan Peralatan Alat Berat 
Seksi Pemeliharaan Peralatan Alat Berat mempunyai tugas 
melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian alat/peralatan 
dan alat berat. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
a. UPTD Pemakaman 
b. UPTD Pembuangan Akhir 
c. UPTD Pelataran Pantai Losari 
 Penataan RTH sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 
1 Tahun 2007 pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar 
menjadi kewenangan Bidang Penghijauan Kota. Dalam melaksanakan 
tugasnya, kewenangan dan pelaksanaan kewenangan Bidang  
Penghijauan Kota secara umum adalah; 
a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuaii tugas pokok dan 
fungsinya. 
b. Penetapan penetapan peraturan daerah bidang penataan Ruang 
Terbuka Hijau. 
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Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka hijau yang 
pembentukannya melibatkan beberapa instansi termasuk Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan saat ini belum terbentuk. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan Drs. Suaib, Kasubag Rapat pada bagian 
rapat-rapat sekretariat DPRD kota Makassar, Rannperda RTRW  
sudah selesai dibahas oleh Pansus namun saat ini masih 
menunggu masukan dari eksekutif untuk mengkombinasikan 
pengaturan tentang tata ruang ini. Belum selesainya peraturan 
daerah RTRW ini kemudian berdampak pada Ranperda lain yang 
berkaitan dengan RTRW termasuk Ranperda RTH. Saat ini 
Ranperda RTH juga sudah selesai di tingkat Pansus. Selain 
Ranperda RTH, sejumlah Perda lain yang berkaitan dengan Tata 
Ruang juga belum dibahas ditetapkan karena belum selesainya 
perda RTRW adalah Perda Bangunan Gedung, Perda Bangunan 
Bertingkat, Perda Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 
dan Perda Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. 
c. Perencanaan kebutuhan dan teknik pengelolaan/pembangunan, 
penghijauan dan tata keindahan (dekorasi) kota pada kawasan dan 
jalur huijau kota; 
d. Perumusan standar pelaksanaan umum dan teknis pembangunan, 
pemeliharaan kawasan dan jalur huijau kota dan tata keindahan 
(dekorasi) kota 
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e. Penyususunanbahan evaluasi penhijauan kota meliputi pelaksanaan 
pembangunan dan pemeliharaan pada kawasan dan jalur 
penghijauan kota serta kegiatan pengawasan dan pengusutan. 
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengawasan 
dan pengusutan di bidang penghijauan kota; 
g. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pengelolaan kerjasama 
pembangunan kawasan ruang terbuka hijau. 
Adapun kewenangan masing-masing seksi pada Bidang Bidang  
Penghijauan Kota yaitu: 
1. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau 
Kewenangan Seksi Pembangunan Kawasan Hijau adalah; 
a) Melakukan penyusunan rencana dan program kerja Seksi 
Pembangunan Kawasan Hijau. 
Hal ini dituangkan dalam Program Kerja Seksi Pembangunan 
Kawasn Hijau. 
b) Perencanaan kebutuhan dan teknik pengelolaan/pembangunan, 
penghijauan dan tata keindahan (dekorasi) kota pada kawasan 
dan jalur hijau kota. 
c) Pelaksanaan pendataan dan penyajian informasi tentang kawasan 
ruang terbuka hijau kota dalam rangka perumusan perencanaan, 
pelaksanaamatann, pembangunan dan pengembangan kawasan 
hijau kota. 
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Pendataan dilakukan dengan membagi tim survey dalam 5 
wilayah dimana tersebar 135 RTH: 
- Wilayah I : Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, 
Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung 
pandang, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Ujung Tanah 
dimana terdapat 102 lokasi RTH 
- Wilayah II: Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Tallo 
dimana terdapat 40 lokasi RTH. 
- Wilayah III: Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate 
dimana terdapat 68 lokasi RTH. 
- Wilayah IV: Kecamatan Biringkanaya dimana terdapat 52 
lokasi RTH.  
- Wilayah V: Kecamatan Manggala dan Kecamatan 
Panakkukang dimana terdapat 57 lokasi RTH. 
Total lokasi RTH Kota Makassar berdasarkan hasil pendataan 
tersebut adalah 135 lokasi RTH. 
d) Merencanakan dan melaksanakan penghijauan kota, melakukan 
koordianasi dan memfasilitasi pelaksanaan penanaman tanaman 
penghijauan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang 
dilakukan oleh masyarakat. 
Berdasarkan pendataan, maka dapat diketahui daerah mana yang 
paling membutuhkan penghijauan sehingga kegiatan penghijauan 
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baik oleh pemerintah atau masyarakat dapat diarahkan ke lokasi 
tersebut. 
e) Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait terhadap 
penempatan atau pemasangan iklan/reklame atau aksesoris 
lainnya pada areal atau kawasan hijau kota, baik yang 
dilaksanakan oleh biro advertising maupun penyelenggara 
lainnya. 
Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keindahan dan fungsi 
kawasan hijau kota. 
f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas 
pengelolaan penghijauan yang meliputi pelaksanaan 
pembangunan dan kegiatan penanaman tanaman penghijauan 
serta pembinaan partisipasi masyarakat. 
g) Pelaksanaan bahan bimbingan dan pengendalian teknis 
pengawasan dan pengusutan di bidang penghijauan kota; 
h) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pengelolaan kerjasama 
pengembangan kawasan ruang terbuka hijau 
i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
j) Melaksanakan bidang kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
2. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau 
Kewenangan Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau adalah; 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program seleksi Seksi 
Pemeliharaan Kawasan Hijau. 
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b. Melakanakan pemeliharaan kawasan dan jalur penghijauan, dan 
tata keindahan kota. 
c. Memfasilitasi, mengakomodasi peran serta masyarakat dalam 
pemeliharaan kawasan penghijauan kota. 
d. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan kawasan 
penghijauan kota bersama dengan instansi terkait untuk 
pemeliharaan dan pengelolaan kawasan penghijauan kota. 
e. Melakukan pemangkasan,perapihan dan penebangan pohon pada 
kawasan dan jalur hijau kota perdasarkan analisis dan 
pertimbangan, untuk kepentingan rasa aman, ekologis dan 
estetika kota; 
f. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, 
pemeliharaan ruang terbuka hijau dan tata keindahan kota; 
g. Melaksanakan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan dalam bidang    penghijauan kota. 
h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang lain yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya. 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
3. Seksi Pengawasan dan Pengusutan 
Kewenangan Seksi Pengawasan dan Pengusutan adalah: 
a. Melakukan penyusunan rencana kerja dan program Seksi 
Pengawasan dan Pengusutan 
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b. Melakukan inventarisasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang 
merupakan kawasan dalam pengawasan dan pembinaan areal 
penghijauan yang berada dalam wilayah kota Makassar. 
Adapun  
c. Menyusun perencanaan dan pedoman tindak lanjut terhadap 
pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap 
keselamatan kawasan penghijauan. 
d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan monitoring 
terhadap kawasan dan jalur hijau binaan serta melaksanakan 
koordinasi instansi terkait untuk pengusutan atas adanya dugaan-
dugaan dan atau pelanggaran atas kawasan penghijauan kota. 
e. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik untuk 
pemberian izin pemangkasan dan izin penebangan pohon 
pelindung. 
Meskipun izin telah dikeluarkan, masih banyak terjadi penebangan 
yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini kemudian ditindak 
dengan memberikan sanksi berupa teguran dan denda dengan 
mengganti/menyediakan bibit baru. 
f. Mengeluarkan rekomendasi untuk pemangkasan dan penebangan 
pohon. 
g. Mendorong, memfasilitasi dan memediasi peran serta masyarakat 
dan tanggungjawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban 
terhadap penyediaan lahan/ persil   dalam rangka pengembangan 
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kawasan hijau kota sebagaimana diatur dalam ketentuan dan 
peraturan yang berlaku; 
h. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, 
lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya dalam 
mengapresiasikan tugas pengawasan dan pengendalian ruang 
terbuka hijau. 
i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
Kawasan hijau binaan adalah RTH berbentuk areal dengan fungsi 
sebagai fasilitas umum dan RTH berbentuk jalur untuk fungsi 
pengaman, peneduh, penyangga dan atau keindahan lingkungan. 
Pengembangan kawasan hijau binaan yang dijabarkan dalam 13 
Kawasan Terpadu, dengan persentase luas ruang terbuka hijau 
sebagai berikut: 
1. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pusat Kota 
ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari luas kawasan pusat Kota, 
dengan arahan pengembangannya sebagai berikut: 
a. Mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang jalan dalam 
pusat kota serta hijau produktif di pekarangan; 
b. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang bagian barat 
pantai Makassar; 
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c. Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Arab, 
Baroanging, Dadi, dan Maccini) dan lapangan olah raga yang ada 
(Lapangan Hasanuddin, dan Karebosi); 
d. Meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah permukiman padat 
(Kawasan Lette, Baraya dan Abu Bakar Lambogo); 
e. Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman 
(Taman Gatot Subroto, Safari, Segitiga Balaikota, Segitiga 
Hassanuddin, Segitiga jalan Masjid Raya, Segitiga Pasar Baru, 
Segitiga Pualam, Segitiga Ratulangi, Segitiga Tugu Harimau, dan 
THR Kerung-Kerung) serta pengadaan RTH Umum melalui 
program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan 
dalam pusat kota; 
f. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hias sebagai 
RTH sementara pada lahan tidur; 
g. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada 
halaman rumah, ruas jalan, pinggir Sungai Jeneberang terutama 
pada lingkungan padat. 
2. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Permukiman 
Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan 
pemukiman terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai 
berikut: 
a. Menata kawasan resapan air di daerah Balang Tonjong; 
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b. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan dalam kawasan permukiman terpadu serta hijau produktif 
di pekarangan; 
c. Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Islam 
Panaikang dan Taman Makam Pahlawan) dan lapangan olah 
raga yang ada (Lapangan Hertasning); 
d. Meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah permukiman padat 
pada Kawasan Sukaria dan sekitarnya dan Perumnas – 
Toddopuli dan sekitarnya; 
e.  Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman 
serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan 
lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan; 
f. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau 
produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur; 
g. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada 
halaman rumah, ruas jalan, pinggir Sungai Jeneberang 
terutama pada lingkungan padat; 
3.  Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pelabuhan 
Terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan 
pelabuhan terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai 
berikut: 
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a. Mendorong peningkatan ruang terbuka hijau pada areal 
reklamasipengembangan pelabuhan Soekarno-Hatta, yang 
sekaligus berfungsi sebagai sarana sosialisasi; 
b. Menata bagian hilir muara Sungai Tallo; 
c. Mempertahankan lahan pemakaman Perkuburan Raja-Raja Tallo 
dan lapangan olah raga yang ada (Lapangan Sabutung-Koptu 
Harun); Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di 
sepanjang jalan dalam kawasan pelabuhan terpadu serta hijau 
produktif di pekarangan; 
d. Meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah permukiman padat 
Sabutung – Barukang dan sekitarnya; 
e. Melestarikan lingkungan permukiman dengan pengadaan RTH 
Umum pada Kawasan Sabutung-Barukang dan sekitarnya melalui 
program perbaikan dan peremajaan lingkungan; 
f. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau 
produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur; 
g. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada 
halaman rumah, ruas jalan, pinggir Sungai Tallo terutama pada 
lingkungan padat. 
4. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bandara 
Terpadu ditargetkan sebesar 15% (lima belas persen) dari luas 
kawasan bandara terpadu, dengan arahan pengembangannya 
sebagai berikut: 
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a) Mengamankan RTH di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi 
Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Hasanuddin dengan budi 
daya pertanian; 
b) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan serta hijau produktif di pekarangan; 
c) Mempertahankan lahan pemakaman Sudiang dan lapangan olah 
raga yang ada dalam kawasan bandara terpadu; 
d) Mengembangkan penghijauan di pusat-pusat permukiman dalam 
kawasan bandara udara terpadu seperti Kawasan Perumnas 
Sudiang, Perumahan Pemerintah Provinsi dan kompleks-komplek 
perumahan lainnya dalam kawasan ini ; 
e) Mendorong peningkatan ruang terbuka hijau di daerah 
permukiman berkelompok yang terdapa dalam kawasan terpadu 
ini; 
f) Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman 
serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan 
lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan; 
g) Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hias sebagai 
RTH sementara pada lahan tidur; 
h) Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada 
halaman rumah, ruas jalan, terutama pada lingkungan 
permukiman. 
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5. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Maritim Terpadu 
ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan 
maritime terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut 
a. Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai 
Utara Makassar; 
b. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan serta hijau produktif di pekarangan; 
c. Melestarikan taman-taman lingkungan di kawasan permukiman 
serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan 
lingkungan, peremajaan di beberapa wilayah; 
d. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau 
produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur; 
e. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada 
halaman rumah, ruas jalan, terutama pada lingkungan 
permukiman. 
6. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Industri Terpadu 
ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas kawasan industri 
terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai berikut: 
a. Menata jalur hijau binaan di sepanjang jalan tol Makassar; 
b. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan dalam kawasan; 
c. Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau yang seimbang pada 
areal kawasan industri; 
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d. Melestarikan taman-taman lingkungan di dalam kawasan industri 
dan kawasan permukiman sekitarnya serta pengadaan RTH 
Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di 
beberapa kawasan; 
e. Mendorong penanaman pohon pada halaman rumah, ruas jalan, 
pinggir Sungai Tallo terutama pada lingkungan permukiman. 
7. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pergudangan 
Terpadu ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari luas kawasan 
pergudangan terpadu, dengan arahan pengembangannya sebagai 
berikut 
a. Menata jalur hijau di sepanjang jalan tol Makassar; 
b. Menata bagian hilir muara Sungai Tallo; 
c. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan dalam kawasan; 
d. Mendorong tersedianya ruang terbuka hijau yang seimbang pada 
areal kawasan industri; 
e. Mengadakan taman-taman lingkungan dalam kawasan 
pergudangan melalui program perbaikan dan peremajaan 
lingkungan ; 
f. Mendorong penanaman pohon-pohon pelindung pada ruas jalan 
dan pinggir Sungai Tallo. 
8. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Pendidikan 
Tinggi terpadu ditargetkan sebesar 7% (tujuh persen) dari luas 
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kawasan pendidikan tinggi terpadu, dengan arahan 
pengembanganya sebagai berikut: 
a. Mengembangkan penghijauan di pusat-pusat kegiatan dalam 
kawasan pendidikan terpadu (Universitas Hasanuddin, Universitas 
Cokroaminoto, STIMIK Dipanegara, Universitas Islam Negeri 
Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas 45); 
b. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan serta hijau produktif di pekarangan; 
c. Mempertahankan lahan pemakaman (Perkuburan Kristen 
Pannara) dan lapangan olah raga milik kampus; 
d. Meningkatkan ruang terbuka hijau di daerah-daerah permukiman 
yang terdapat dalam kawasan ini; 
e. Melestarikan taman-taman lingkungan yang terdapat dalam 
kawasan kampus dan permukiman penduduk serta pengadaan 
RTH Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di 
beberapa kawasan; 
f. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau 
produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur; 
g. Mendorong penanaman pohon-pohon besar/pelindung pada 
halaman kampus, rumah, dan ruas jalan. 
9. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Penelitian 
Terpadu ditargetkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari luas 
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kawasan penelitian terpadu, dengan arahan pengembangannya 
sebagai berikut: 
a. Mengamankan RTH di sekitar kawasan Lakkang; 
b. Menata kawasan resapan air di daerah sekitar Lakkang; 
c. Menata bagian hilir daerah aliran Sungai Tallo; 
d. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan serta hijau produktif dalam kawasan; 
e. Mendorong pengadaan ruang terbuka hijau di pusat-pusat 
kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ini. 
10. Presentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Budaya 
Terpadu ditargetkan sebesar 15% (lima belas persen) dari luas 
kawasan budaya terpadu, dengan arahan pengembangannya 
sebagai berikut: 
a. Mengamankan RTH dalam areal kawasan Taman Miniatur 
Sulawesi; 
b. Menata bagian hilir daerah aliran Sungai Jeneberang dan 
Balang Beru; 
c. Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan serta hijau produktif dalam kawasan pengembangan 
Taman Miniatur Sulawesi; 
d. Melestarikan taman-taman lingkungan yang terdalam dalam 
kawasan Taman Miniatur Sulawesi serta pengadaan RTH baru 
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melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa 
bagian dalam kawasan ini; 
e. Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hias dan 
hijau produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur. 
11. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Olahraga 
Terpadu ditargetkan sebesar 18% (delapan belas persen) dari luas 
kawasan olahraga terpadu, dengan arahan pengembangannya 
sebagai berikut: 
a) Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai 
bagian Barat Makassar; 
b) Menata bagian hilir muara Sungai Jeneberang; 
c) Meningkatkan penghijauan di dalam areal pengembangan 
kawasan; 
d) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan serta hijau produktif pada pusat-pusat kegiatan yang akan 
dikembangkan pada kawasan ini; 
e) Mendorong pembentukan taman-taman Kota dan ruang-ruang 
terbuka hijau sebagai wadah sosialisasi dan aktivitas warga; 
12. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bisnis dan 
Pariwisata Terpadu ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 
luas kawasan bisnis dan pariwisata terpadu, dengan arahan 
pengembangannya sebagai berikut: 
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a) Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai 
bagian Barat Makassar; 
b) Menata bagian hilir muara Sungai Jeneberang; 
c) Meningkatkan penghijauan di daerah sekitar danau Tanjung 
Bunga (Sungai Baling Beru) guna menjadi wadah rekreasi dan 
sosialisasi warga; 
d) Menata dan mengembangkan jalur hijau berbunga di sepanjang 
jalan serta hijau produktif di dalam kawasan permukiman 
Tanjung Bunga; 
e) Meningkatkan ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di 
dalam kawasan Kota Terpadu Tanjung Bunga; 
f) Mendorong pengembangan areal budidaya tanaman hijau 
produktif sebagai RTH sementara pada lahan tidur; 
13. Persentase luas ruang terbuka hijau pada Kawasan Bisnis Global 
Terpadu ditargetkan sebesar 12 persen (dua belas persen) dari 
luas kawasan bisnis dan global terpadu, dengan arahan 
pengembangannya sebagai berikut: 
a) Mengembangkan jalur hijau terbuka di sepanjang garis pantai 
bagian Barat Makassar; 
b) Menata dan mengembangkan kawasan hijau baru dari proses 
reklamasi Pantai Losari; 
c) Menata bagian hilir muara kanal Kota; 
d) Menata bagian hilir muara Sungai Balang Beru; 
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e) Meningkatkan ruang terbuka hijau melalui pembuatan hutan dan 
taman-taman Kota secara seimbang dalam kawasaan global 
terpadu. 
Berdasarkan pengaturan dan pelaksanaan kewenangn  diatas 
dapat dilihat bahwa Dinas Pertamana dan Kebersihan Kota Makassar 
telah berupaya melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-
baiknya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut sangat 
dipengaruhi beberapa faktor baik faktor pendukung maupun faktor 
penghambat. 
Adapun mengenai zonasi ruang terbuka hijau telah diatur dan 
dituangkan dalam Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2006 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan hasil penelitian pada 
Dians Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, sebagai langkah 
mempertahankan dan pemenuhan 20% ruang terbuka hijau publik, 
pengembang perumahan termasuh hotel diwajibkan menyediakan 
20% ruang terbuka hijau. Untuk memperoleh izin mendirikan 
bangunan,  pemilik bangunan diwajibkan  menyertakan denah lokasi 
dan bangunan dimana syaratnya adalah 60% ruang terbangun dan 
40% ruang terbuka. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran 
terhadap zonasi namun hingga saat ini baru dilakukan peringatan 
tertulis kepada pelaku.  
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J. Faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya 
Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau 
Dalam menjalankan kewenangan Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan dalam penataan ruang terbuka hiijau, ada banyak faktor 
yang mempengaruhinya baik faktor penghambat maupun faktor 
pendukung.  Adapun faktor penghambat Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan dalam penataan ruang terbuka hiijau adalah sebagai 
berikut: 
1. Kurangnya kesadaran masyarakat  dalam pengadaan RTH publik. 
Masih kurangyanya ruang terbuka hijau publik dikarenakan 
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH. Selama 
ini penyuluhan/penyadaran kepada masyarakat belum banyak 
dilakukan secara langsung. Pemahaman baru dilakukan melalui 
seminar atau rapat dengan Camat atau Lurah. Kedepannya Dinas 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berencana 
melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat. 
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara 
keberadaan RTH 
Kurangnya kesadaaran ini terlihat pada banyaknya pohon-pohon 
yang dipaku dengan reklame dan baligho/spanduk terutama dalam 
masa kampanye politik dan adanya penebangan terhadap pohon 
dalam lokasi RTH. 
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3. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang berdampak 
pada pengurangan RTH. 
Contoh kebijkan adalah perluasan jalan di daerah jalan A.P. 
Petaraani yang kemudian mengurangi ruang terbuka hijau berupa 
sempadan jalan. 
4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan 
Wilayah Kota Makassar yang Baru 
Akibat belum adanya peraturan daerah ini, Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan belum dapat melaksanakan kewenangannya dengan 
leluasa dalam penataan ruang terbuka hijau. 
5. Kurangnya anggaran/biaya dalam penataan RTH. 
Penataan RTH membutuhkan dana yang sangat besar.  Kurangnya 
anggaran membuat tidak maksimalnya penataan RTH di kota 
Makassar. Dana yang dibutuhkan secara khusus dalam hal 
pembebasan lahan untuk RTH publik. 
Selain faktor penghambat diatas, terdapat pula faktor pendukung 
Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam penataan ruang terbuka 
hiijau, dalam melaksanakan kewenangannya.  Adapun faktor 
pendukung tersebut ialah sebagai berikut 
1. Kesadaran pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam 
menata RTH 
Meskipun dengan kondisi gedung kantor yang kurang mendukung, 
pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan tetap  berusaha 
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menjalankan tugasnya dengan baik sehingga RTH di kota 
Makassar dapat ditata semaksimal mungkin, termasuk juga 
semangat dalam mengumpulkan data di lapangan. 
2. Adanya kerjasama yang baik dengan dinas dan/atau instansi lain. 
Contoh kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
misalnya mencabut baligho, spanduk atau reklame yang dipasang 
pada ataman kota atau dipaku pada pohon dan kerjasama dalam 
pembahasan Ranperda RTRW dan Ranperda RTH dengan  Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Badan Lingkungan 
Hidup Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan 
Badan Pengendalian Daerah Kota Makassar. 
3. Adanya kepedulian atau kerjasama dengan instansi lain pihak 
swasta dalam penataan RTH 
Instansi terkait seperti PT Angkasa Pura I sebagai pengelola 
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar 
Udara Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, Universitas 
Cokroaminoto, STIMIK Dipanegara, Universitas Islam Negeri 
Makassar, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas 45. 
Pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh pihak swasta 
adalah Taman Balaikota yang dikelola oleh Indosat. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapa dilihat apa saja yang 
menjadi faktor penghambat dan pendukung Dinas Pertamanan dan 
Kebersihan dalam penataan ruang terbuka hiijau. Dinas Pertamanan 
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dan Kebersihan telah melaksanakan kewenangannya berdasarkan 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2009  tentang Uraian 
Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan 
Kota Makassar dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 dengan 
sebaik-baiknya meskipun belum mencapai target minimal luar RTH 
publik sebagaimana disyaratkan dalam Permendagri ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
K. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan mengenai tugas dan kewenangan 
pemerintah kota Makassar utamanya Dinas Tata Ruang dan Wilayah 
dalam penataan RTH di Kota Makassar maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pengaturan dan kewenangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan 
mengenai penataan RTH yang diatur berdasarkan  Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2009  tentang Uraian Tugas 
Jabatan Struktural pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota 
Makassar telah dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Sedangkan 
berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007,  Dinas Tata 
Ruang dan Bangunan baru sementara melakukan pendataan 
berdasarkan RTH publik dan RTH privat sehingga belum ada data 
tentang luas RTH publih atau privat. Pemenuhan 30% luas ruang 
terbuka hijau juga belum tercapai. Saat ini, Kota Makassar baru 
memiliki 5.012,00 km persegi atau 28,680% RTH. Berdasarkan luas 
wilayah kota Makassar yaitu 175,77 km persegi, maka luas RTH 
yang seharusnya dimiliki kota Makassar (30% dari luas wilayah) 
adalah 5.273,1 km persegi.   
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2. Dalam melaksanakan Tugas dan kewenagannya berkaitan dengan 
penataan RTH, Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan Kota Makassar menemui beberapa kendala yaitu; 
belum adanya Perda RTRW yang baru yang berampak pada belum 
adanya Perda RTH, masih rendahnya kesadaran masyarakat 
dalam pengadaan RTH publik karena rendahnya kesadaran dan 
pengetahuan akan pentingnya ruang terbuka hijau, kurangnya 
kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara RTH, 
adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang berdampak 
pada pengurangan RTH dan kurangnya anggaran penataan RTH. 
Sedangkan yang menjadi faktor pendorong pelaksanaan Tugas 
dan kewenagan Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Tata Ruang 
dan wilayah kota Makassar dalam penataan RTH yaitu Kesadaran 
pegawai Dinas Pertamanan dan Kebersihan dalam menata RTH, 
adanya kerjasama yang baik dengan dinas dan/atau instansi lain 
dan adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam penataan RTH. 
 
 
 
 
L. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang ingin 
diberikan oleh penulis agar dapat menjadi masukan  bagi pemerintah, 
masyarakat, maupun pihak lain yang terlibat dalam penataan RTH 
yaitu sebagai berikut: 
1. Perlu dipercepatnya pennetapan Peraturan Daerah RTRW 
sehingga tidak menghambat lahirnya Perda Ruang Terbuka Hijau 
dan Perda lainnya serta Peraturan Walikota yang berkaitan dengan 
Tata Ruang dan Wilayah. Perda Ruang Terbuka Hijau sangat 
dibutuhkan mengingat dalam Undang-undang Penataan Ruang 
maupun di dalam Peraturan Menteri Tentang Penataan Ruang 
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, pemerintah merencanakan 
tentang kawasan terbuka hijau, tetapi dari segi pasal-pasal yang 
mengaturnya masih sangat sedikit, teutama dalam hal pengelolaan, 
perizinan, pengawasan, dan sanksi. 
2. Sosialisasi kepada masyarakat perlu diintensifkan sehingga peran 
serta masyarakat dalam penataan RTH lebih meningkat terutama 
dalam hal pengambilan keputusan terhadap penggunaan lahan. 
3. Dengan perlunya peningkatan luas wilayah RTH, maka diperlukan 
pula penambahan anggaran pembebasan lahan dan anggaran 
penataan RTH. 
4. Perlu adanya sosialisasi/penyadaran dengan terjun langsung ke 
masyarakat akan pentingnya RTH. 
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